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ABSTRAK 

 

Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan  

(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018) 

 

Basofi Ali Mashuri 
Muhaimin Dimyati 

Nanda Widaninggar  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pos-pos rekening yang dikoreksi fiskal 

dan yang masih harus lakukan koreksi fiskal serta mengetahui kesesuaian dan 

tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial 

berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di PT. Rolas Nusantara Medika. 

Data yang digunakan penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari 

PT. Rolas Nusantara Medika. Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan dua jenis 

pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan tingkat kesesuaian. Hasil 

penelitian ini menujukan bahwa kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial perusahaan menunjukan kurang sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial 
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ABSTRACT 

 

Fiscal Reconciliation Analysis of Commercial Financial Statements  

Against Income Taxes of Corporate Taxpayers 

(Case Study at PT. Rolas Nusantara Medika for Fiscal Year 2018) 

Basofi Ali Mashuri 

Muhaimin Dimyati 

Nanda Widaninggar  

 

This study aims to determine the fiscal corrected account items and which still 

have to make fiscal corrections as well as determine the suitability and level of 

fiscal reconciliation suitability of commercial financial reports based on tax 

regulations in force at PT. Rolas Nusantara Medika. Data used in this study are 

secondary data collected from PT. Rolas Nusantara Medika. Data analysis 

method used in this study used a comparative descriptive analysis with two types 

of approaches, namely the quantitative approach and the suitability level 

approach. The results of this study indicate that the suitability of the fiscal 

reconciliation of the company's commercial financial statements shows that it is 

not in accordance with the applicable tax regulations. 

 

Keywords :  Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara), setiap kegiatan dalam pengelolaan perusahaan harus berorientasi pada 

peningkatan kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan 

peraturan perundangan-undangan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan output perusahaan dalam memberikan gambaran final dari 

suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun non keuangan, dan juga menjadi 

tolak ukur dalam menilai produktivitas suatu perusahaan (Natalia dan Syafitri, 

2013). Dalam menyusun laporan keuangan BUMN, laporan keuangan harus 

disajikan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan transparan. Selain itu, dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka 

dan jujur kepada pemangku kepentingan BUMN, serta patuh terhadap peraturan 

perundang-undangan.   

PT. Rolas Nusantara Medika yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2012, 

merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XII yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan yang mengelola dua unit rumah sakit yaitu Rumah 

Sakit Umum (RSU) Kaliwates Jember dan Rumah Sakit Umum (RSU) Bhakti 

Husada Banyuwangi (Zhou, 2020), dan PT. Perkebunan Nusantara XII sendiri 

merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan keseluruhan sahamnya dimiliki 

oleh Pemerintah Republik Indonesia (bumn.go.id, 2017 diakses pada Tanggal  18 
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Juni 2020). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: SE-02/MBU/2008 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan 

Negara bahwa dalam rangka menciptakan transparasi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan BUMN, perusahaan negara menyampaikan laporan 

keuangan perusahaan negara baik unaudited, audited dan semesteran sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan. Merujuk pada Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 26: “Pembukuan Persero 

dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku”. 

 Berdasarkan ketentuan di atas, maka PT. Rolas Nusantara Medika sebagai 

salah satu anak perusahaan dari BUMN, dalam membuat serta menyampaikan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

berlaku. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan dalam suatu perusahaan 

merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan 

kepada mereka Indrayani (2013) dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Di sisi 

lain, setiap perusahaan di Indonesia di samping untuk mengetahui kinerja suatu 

perusahaan laporan keuangan juga dipergunakan juga untuk melapor dan 

membuat perhitungan dalam membayar pajak (Dariansyah, 2018).  

Tercantum pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa 
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“Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak  

yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.” Dalam 

reformasi perpajakan Tahun 1983, Tahun 1994, dan Tahun 2000 ditetapkan 

berbagai perubahan agar pemungutan pajak lebih sederhana dan mudah dipahami 

oleh Wajib Pajak, dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak Self 

Assessment. Dengan menggunakan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan 

penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri 

pajak yang terutang (Chendrawan, 2017). Dalam proses perhitungan pajak, subjek 

pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, dan yang wajib melakukan 

pembukuan adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar  

4,8 milyar atau lebih dalam satu tahun (Jaya, 2015). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2009 Pasal 1 Angka 3: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
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atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Wajib Pajak  Badan dalam menghitung 

pajak yang harus dibayar bersumber dari pembukuan kemudian dalam 

penyusunan pembukuan atau laporan keuangan, perusahaan menyesuaikan dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial (Rismawani 

dan Nurchayati, 2016). Untuk kepentingan fiskal laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan prinsip yang berlaku umum atau sesuai dengan SAK harus disusun 

berdasarkan peraturan perpajakan atau Undang-Undang Pajak Penghasilan 

(Dariansyah, 2018). Akan tetapi dalam penyusunan laporan keuangan menurut 

SAK yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan banyak mengalami 

perbedaan dan koreksi yang mengakibatkan dalam perhitungan laba rugi 

perusahaan terdapat perbedaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal 

dalam menghitungan besarnya jumlah penghasilan dan besarnya pajak yang 

terhutang  perusahaan (Nuary dan Sukendar, 2015). 

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba 

akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan 

neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pratiwi, 2017). 

Chendrawan (2017) dalam Suandy (2001) menyatakan bahwa adanya perbedaan 

pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal 

menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi 

komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu the proper 
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matching cost against revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah 

penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak  

harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan 

komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus 

disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak. 

Dalam pelaporan keuangan dan penyusunan rekonsiliasi fiskal, agar tidak 

memberikan informasi yang salah dan tidak keliru dalam menaksir potensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak, hendaknya dilakukan dengan 

teliti dengan mendasarkan acuannya pada Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan (Chendrawan, 2017), karena selisih penyebab antara 

akuntansi komersial dan akutansi pajak disebabkan adanya perbedaan pos-pos 

rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial 

dan menurut akuntansi fiskal tidak diakui (Cahyono dalam Herawati 2013). Oleh 

karena itu, manajemen perusahaan harus lebih teliti dalam menghitung pajak 

penghasilan agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk 

menghindari kesalahan-kesahalan dalam merekonsiliasi fiskal laporan keuangan 

karena koreksi fiskal sangat mempengaruhi laba perusahaan (Languju dkk., 2014).  

Ketika rekonsiliasi fiskal tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang 

Perpajakan, akan dilakukan pengungkapan ketidaksesuaian pada laporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dapat dilakukan oleh Petugas Kantor 

Pajak karena fiskus memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan 

perpajakan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib 



6 

 

 STIE Mandala Jember 

 

Pajak  dalam rangka intensifikasi perpajakan, kemudian fiskus dapat melakukan 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan milik Wajib Pajak  sesuai 

dengan Pasal 8 ayat (4) UU KUP (Aribowo, 2016). Hal ini menjadi dilema bagi 

Wajib Pajak, karena Wajib Pajak dalam kegiatan usahanya menyusun laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sementara yang harus 

dilampirkan dalam SPT tahunan tersebut adalah laporan keuangan yang sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Untuk 

menjembatani hal tersebut maka Wajib Pajak  harus melakukan rekonsiliasi pajak 

dengan cara melakukan penyesuaian atas perbedaan perbedaan yang terjadi dalam 

perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (Herawati, 2013). Fenomena 

ini terindikasi pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Rolas Nusantara 

Medika yang tertuang pada Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen 

(LAI) PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018 dengan Nomor 

00088/2.1265/AU.1/10/0556-1/1/VII/2019 oleh Kantor Auditor Independen 

(KAP) Imelda & Rekan, dengan indikasi pada jumlah angsuran Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 25 lebih besar dari pada beban PPh yang terutang perusahaan yang 

mengakibatkan status pajak badan menjadi lebih bayar.  

Menurut penelitian Sunarmin, Rangkuti, dan Ramadanni (2016) dan 

Dariansyah (2018) menyebutkan hasil bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal yang 

dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 

perpajakan. Sebaliknya, sebagian peneliti lainnya menunjukan hasil penelitian 

yang berbeda atas perhitungan rekonsiliasi fiskal. Mengutip hasil penelitian dari 

Wijaya dan Widjaja (2019), Nuary dan Sukendar (2018), dan Edy (2016) 
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menunjukan hasil bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal perusahaan belum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini menunjukan bahwa 

masih banyak perusahaan yang tidak berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan perpajakan dalam melakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas 

laporan keuangan perusahaan. 

Tertuang pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa “Besarnya angsuran pajak dalam 

tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  untuk setiap 

bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi 

dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak 

Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 

12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.” Berdasarkan 

aturan tersebut, jumlah PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

akan dikaitkan dengan laba usaha pada Laporan Auditor Independen. Pada tahun 

2018 PT. Rolas Nusantara Medika mengalami kenaikan omset sekaligus laba 

usaha secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Berikut ini adalah data 

kenaikan omset dan laba PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2017 – 2018: 

Tabel 1.1 

Omset dan Laba PT. Rolas Nusantara Medika 

 

Tahun Pendapatan Usaha Laba Sebelum Pajak 

2017 79.923.031.639   7.368.230.338 

2018 96.297.999.790 29.286.803.385 

Sumber : Laporan Auditor Independen PT. Rolas Nusantara Medika, 2019 
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Kenaikan omset dan laba pada Tabel 1.1 di atas, seharusnya 

mencerminkan kurang bayar atas PPh Badan, sedangkan kondisi riil yang terjadi 

adalah justru PPh Badan tercatat lebih bayar. Hal ini juga di dukung atas 

keterangan bahwa perusahaan sedang dalam dilakukan pemeriksaan pajak atas 

lebih bayar PPh Badan Tahun Pajak 2018 oleh pemeriksa pajak kantor pajak. Hal-

hal tersebut merupakan sinyal-sinyal indikasi atas ketidakbenaran perhitungan 

PPh Badan perusahaan. Indikasi lain atas ketidakbenaran dalam menghitung PPh 

Badan, salah satunya dapat dilihat pada komponen nilai beda penyusutan fiskal 

dengan penyusutan komersial pada Corporate Income Tax (CIT) auditor, dalam 

hal ini auditor mengkalikan persentase 25% (dua lima persen) dengan nilai aset 

tetap pada perhitungan aset pajak tangguhan.  

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, untuk menghasilkan analisa yang 

komprehensif serta untuk membuktikan kebenaran perhitungan PPh Badan PT. 

Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018, maka harus dilakukan pengujian atas 

kebenaran terhadap penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial perusahaan. Bertitik tolak dari kondisi di atas, adanya indikasi 

ketidaksesuaian terkait rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai 

sarana menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan, melatarbelakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 STIE Mandala Jember 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Pos-pos rekening apa sajakah yang telah dikoreksi fiskal atas laporan 

keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 ? 

2. Pos-pos rekening apa sajakah yang masih harus dikoreksi fiskal atas laporan 

keungan komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 

berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku ? 

3. Apakah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas 

Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 sudah sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku ? 

4. Bagaimana tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika 

Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan yang berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1) Mengetahui pos-pos rekening yang telah dikoreksi fiskal atas laporan 

keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018. 

2) Mengetahui pos-pos rekening yang masih harus dikoreksi fiskal atas laporan 

keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 

berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 

3) Mengetahui kesesuaian rekonsilliasi fiskal atas laporan keuangan komersial 

PT Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 
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4) Mengetahui tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara 

Medika Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa. 

2. Bagi pihak Wajib Pajak atau pelaku bisnis, hasil ini diharapkan menjadi 

bahan masukan dalam menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan 

peraturan perpajakan, serta sebagai indikator perencanaan pajak yang baik 

guna meminimalisasi adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan menjadi 

beban perusahaan di kemudian hari. 

3. Bagi PT. Rolas Nusantara Medika, hasil ini diharapkan menjadi bahan 

evaluasi dalam menuntukan arah dan kebijakan dalam perpajakan, serta 

perencanaan pajak agar lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

4. Bagi penulis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

dan penguasaan di bidang penelitian ilmiah serta meningkatkan keterampilan 

penulis untuk memahami suatu permasalahan tertentu secara sistematis 

khususnya di bidang perpajakan. 

 

 

 

 

 



11 

 

 STIE Mandala Jember 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan di PT. Rolas Nusantara Medika. 

2) Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan PT. Rolas Nusantara 

Medika Tahun 2018. 

3) Penelitian ini menganalisis rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika 

Tahun Pajak 2018. 

4) Variabel-variabel yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Komersial, 

Rekonsiliasi Fiskal, Tarif PPh Badan, Kredit Pajak, dan PPh Kurang Bayar 

atau Lebih Bayar.  

5) Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang yang dilakukan Wijaya dan Widjaja (2019) tujuan 

penelitiannya untuk menganalisis laporan keuangan PT XYZ untuk mengetahui 

perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dengan Undang – Undang Perpajakan yaitu Undang – Undang 

No. 36 Tahun 2008. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT XYZ. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Obyek yang 

digunakan yaitu laporan keuangan, daftar aset tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan 

tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan 

keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada 

Laporan Laba Rugi komersial, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan pada 

rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sehingga berdampak pada kesalahan 

perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang. Seharusnya perusahaan melakukan 

rekonsiliasi fiskal dengan mengacu pada Undang–Undang No. 36 Tahun 2008. 

Penelitian yang yang dilakukan Zovira dan Widjaja (2019) tujuan 

penelitiannya untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang 

dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah jumlah 

pajak penghasilan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa Tahun 2017 setelah dilakukan 

koreksi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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deksriptif. Dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara 

terhadap pihak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 

beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan 

keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Dariansyah (2018) menunjukan hasil bahwa 

perhitungan rekonsilasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih 

sebelum pajak menurut fiskal yang dimiliki PT. XYZ telah dilakukan sesuai tarif 

pajak yang berlaku berdasarkan peredaran bruto perusahaan dan dengan 

menggunakan laba bersih sebelum pajak menurut fiskal.  

Penelitian yang yang dilakukan Kumalawati (2018) menunjukan hasil 

bahwa penelitian koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi adalah 

laporan keuangan menunjukan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan belum sesuai dengan undang- undang. Penerapan koreksi fiskal atas 

laporan keuangan komersial laba rugi menujukkan hasil penghasilan kena pajak 

Rp2.518.021.523,00, terdapat selisih antara fiskal dan komersial sebesar 

Rp276.593.583,64, yaitu selisih dari Rp2.518.021.523,00 dengan 

Rp2.241.427.939,36. Sedangkan penelitian yang yang dilakukan Nuary dan 

Sukendar (2018) Tujuan penelitian untuk menyesuaikan laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi dan SPT 

Tahunan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, 

perhitungan kembali dan juga observasi di PT. SP. Hasil penelitian menunjukan 
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menemukan adanya perbedaan proses penghitungan antara laporan laba rugi 

komersial dan laporan laba rugi fiskal dalam menentukan jumlah pajak yang 

terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan 

pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan 

perpajakan lainnya. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perpajakan 

yang dilakukan PT. SP belum maksimal karena belum sepenuhnya benar dan 

sesuai Undang-Undang perpajakan tetapi PT. SP telah melakukan pelaporan dan 

pembayaran pajak tepat waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2016),  Menggunakan teknik analisis 

data yang metode deductive data analysis, unitizing dan categorizing. Uji 

Keabsahan Data dilakukan dengan Uji Credibility, Uji Transferbility, Uji 

Depandability danUji Confirmability. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pelaksanaan perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial PT Satu Cita 

Protenza dari hasil pembukuan laporan keuangan yang diselenggarakan 

berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keunagan), perusahaan tidak melakukan 

koreksi fiskal sesuai dengan prinsip taxability deductibility. Sedangkan penelitian 

yang yang dilakukan Rismawani dan Nurchayati (2016) dengan menggunakan 

metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu 

menguraikan secara menyeluruh koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan pada PT. 

Gajahmada Indrasehati. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

data primer, yaitu sumber data yang secara langsung diberikan seperti dokumen 

dan catatan yang digunakan, dan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak 

memberikan informasi secara langsung berupa studi pustaka dan literatur-literatur 
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yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya 

perbedaan akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal 

adalah pada pembebanan biaya-biaya, yaitu pembebanan biaya PPh 23 pada akun 

biaya jasa manajemen dan akun biaya incentive fee; Pembebanan biaya insentif 

untuk karyawan, biaya penggantian uang sekolah untuk general manager, biaya 

pemberian bingkisan hari raya untuk klien dan pemberian voucher makan malam 

untuk klien pada akun biaya perlengkapan rumah tangga; Pembebanan biaya pulsa 

telepon untuk karyawan hanya boleh dibebankan 50% pada akun biaya telepon; 

Pembebanan biaya medical reimbursement pada akun biaya kesehatan karyawan; 

Pembebanan biaya pemberian sumbangan kematian dan maternity kepada 

karyawan, biaya pemberian coffee break dan biaya catering untuk acara staff 

gathering, perayaan acara ulang tahun perusahaan, perayaan HUT sehingga biaya 

tersebut tidak dikoreksi fiskal positif. 

Penelitian yang yang dilakukan Sunarmin, Rangkuti, dan Ramadanni 

(2016) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau 

fenomena. Menunjukan hasil bahwa rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba atau 

rugi komersial yang dilakukan oleh PT. Sinar Amada untuk mengitung Pajak 

Penghasilan Badan pada tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan koreksi positif pada Pajak Final 

yang telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 huruf 

h. Sedangkan penelitian yang yang dilakukan Sondakh (2015) dengan 

menganalisis data dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data 
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dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi 

dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan 

setelah dikoreksi fiskal. Menunjukan hasil bahwa koreksi fiskal atas laporan laba 

rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk 

biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya 

dibayar. Sedangkan hasil penelitian yang yang dilakukan perusahaan Natalia dan 

Syafitri (2013) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

dan studi kasus, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif and 

deskriptif. Menunjukan hasil bahwa jumlah laba CV. Tamba dalam laporan 

keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan 

keuangan komersial. Hal ini merupakan hal yang logis karena Akuntansi WP 

disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga diperlukan 

penyesuaian fiskal (rekonsiliasi) untuk menghitung besarnya nilai laba pada 

laporan keuangan fiskal CV. Tamba.  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian 

 

No Nama  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

1. Wijaya dan 

Widjaja 

(2019) 

Laporan keuangan fiskal 

yang disusun oleh 

perusahaan belum sesuai 

dengan peraturan 

perpajakan yang 

berlaku. Perusahaan 

telah melakukan 

rekonsiliasi fiskal pada 

Laporan Laba Rugi 

komersial, tetapi masih 

terdapat beberapa 

kesalahan pada 

rekonsiliasi fiskal 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

pada laporan 

keuangan. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

deskriptif. 

2. Zovira dan 

Widjaja 

(2019) 

Berdasarkan Keputusan 

Dirjen Pajak Nomor 

KEP-220/PJ./2002 

mengenai perlakuan 

pajak penghasilan atas 

biaya pemakaian telepon 

seluler dan kendaraan 

perusahaan, biaya 

tersebut hanya boleh 

dibebankan 50% (lima 

puluh persen) dari total 

biaya pemeliharaan 

kendaraan. Atas biaya 

tersebut, dilakukan 

koreksi fiskal positif 

sebesar Rp 1.225.000. 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

dalam perhitungan 

PPh Badan. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode tahun 

penelitian. 

d) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

rancangan 

penelitian studi 

kasus. 

3. 

 

Dariansyah 

(2018) 

Perhitungan rekonsilasi 

fiskal atas laporan laba 

rugi komersial, laba 

bersih sebelum pajak 

menurut fiskal yang 

dimiliki PT XYZ telah 

dilakukan sesuai tarif 

pajak yang berlaku 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

penerapan 

perhitungan 

rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan 

keuangan komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan deskriptif 

kualitatif. 
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No Nama  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

4. Kumalawati 

(2018) 

Penerapan koreksi fiskal 

atas laporan keuangan 

komersial laba rugi 

menujukkan hasil 

penghasilan kena pajak 

Rp2.518.021.523,00, 

terdapat selisih antara 

fiskal dan komersial 

sebesar 

Rp276.593.583,64 

(Rp2.518.021.523,00 – 

Rp2.241.427.939,36). 

 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

koreksi fiskal atas 

laporan keuangan 

komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

5. Nuary dan 

Sukendar 

(2018) 

Pada laporan laba rugi 

belum maksimal dalam 

melakukan koreksi atas 

biaya sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan perpajakan 

karena terdapat biaya 

yang seharusnya 

dilakukan koreksi fiskal, 

namun PT. SP tidak 

melakukan koreksi 

fiskal terhadap biaya. 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

pada laba rugi. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

kualitatif dan 

analisa 

kuantitatif. 

6. Edy (2016) Perusahaan tidak 

melakukan koreksi 

fiskal sesuai dengan 

prinsip taxability 

deductibility. 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan 

keuangan komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode tahun 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan 

survei. 

7. Rismawani 

dan 

Nurchayati 

(2016) 

Perbedaan akun laporan 

keuangan komersial 

dengan laporan 

keuangan fiskal adalah 

pada pembebanan biaya-

biaya. 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

dalam menentukan 

pajak penghasilan. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode tahun 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan deskriptif 

kualitatif. 
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No Nama  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

8. Sunarmin, 

Rangkuti, 

dan 

Ramadanni 

(2016) 

Rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan laba 

atau rugi komersial yang 

dilakukan oleh PT. Sinar 

Amada untuk mengitung 

Pajak Penghasilan 

Badan pada tahun 2014 

telah sesuai dengan 

Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan 

komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

deskriptif 

kualitatif. 

9. Sondakh 

(2015) 

Koreksi fiskal atas 

laporan laba rugi yang 

disusun oleh perusahaan 

masih terdapat 

kesalahan koreksi fiskal 

untuk biaya-biaya yang 

seharusnya dikoreksi 

menurut ketentuan 

perundang-undangan 

perpajakan 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

koreksi fiskal atas 

laporan keuangan 

komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

deskriptif 

kualitatif. 

10. Natalia dan 

Syafitri 

(2013) 

Bahwa jumlah laba CV. 

Tamba dalam laporan 

keuangan komersial 

berbeda dengan jumlah 

laba yang terdapat 

dalam laporan keuangan 

komersial. 

Ruang lingkup 

penelitian yakni 

variabel mandiri atau 

rekonsiliasi fiskal 

atas laporan 

keuangan komersial. 

a) Objek penelitian. 

b) Periode 

penelitian. 

c) Analisa data 

dengan 

menggunakan 

deskriptif 

kualitatif 

pendekatan studi 

kasus. 
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2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Definisi Analisis  

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008). Sedangkan pengertian analisi menurut Syahrul, 

analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat 

yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang 

perbedaan yang muncul (Kurniawan, 2019). 

Analisis laporan keuangan merupakan satu bagian penting dan terintegrasi 

dari analisis bisnis. Analisis Laporan Keuangan (ALK) merupakan proses atau 

kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-

alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 

dalam analisis bisnis (Puspitasari, 2016).  Sedangkan menurut Lumbantoruan 

(1993) analisis keuangan ialah proses pengkajian posisi keuangan guna 

mengetahui apa yang telah dicapai oleh manajemen. Sedangkan analisa laporan 

keuangan perpajakan merupakan salah satu pendekatan yang di ambil dalam 

pemeriksaan pajak dalam rangka penerapan benchmark rasio rugi/laba dan neraca 

(klc.kemenkeu.go.id, 2018). 
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2.2.2 Konsep Dasar Perpajakan 

2.2.2.1 Pengertian pajak 

Pajak merupakan suatu alat bagi perintah dalam rangka memperoleh 

penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Widaninggar & Sari, 

2020). Sedangkan pengertian pajak menurut Rasmini, 2014 (dalam Prasetyono, 

2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai 

negara dan pembangunan nasional. 

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2013). 

 
2.2.2.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Dikutip dari Widaninggar & Sari (2020) dalam buku Perpajakan 

Indonesia : Jilid 1, menuliskan bahwa ada fungsi pajak yaitu : 

1) Fungsi Budgetair, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranny, baik rutin maupun 

pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 
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2) Fungsi Regularend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijasanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Widaninggar & Sari (2020) juga menyebutkan, tata cara pemungutan 

pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yakni sebagai berikut : 

a) Stelsel Nyata (Real Stelsel) 

Stelsel ini merangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada 

akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh 

dalam masa pajak yang bersangkutan. 

b) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, 

karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini 

dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan peneriman atau 

pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. 

c) Stelsel Campuran  

Pada stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada 

suatu anggapan dn pada akhir tahun yng didasarkan pada suatu kenyataan 

sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk 

menentukan lebih atau kekurangan pajak. 

 
2.2.2.3 Pajak Penghasilan 

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu 

tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Ardianti, 2019). 
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Menurut Rasmini, 2014 (dalam Siti Resmi, 2013) Pajak penghasilan 

(PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut Waluyo 

(2017) menyebutkan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, 

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, 

sebagai berikut : 

a) Orang Pribadi 

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar indonesia. 

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggatikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pengganti 

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

c) Badan 

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputu Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usama Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan 

organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya. 

d) Bentuk usaha tetap 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 
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183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

 
2.2.2.4 Pembukuan 

Pembukuan merupakan kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan 

menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah 

disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian 

internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi 

keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Waluyo, 2008). 

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu 

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan 

biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menyusun laporan keungan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

periode tahun pajak tersebut  

Tertuang pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Staatsblad 

Tahun 1947 Nomor 23 “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan 

untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya 

tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan 
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perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang 

diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan 

kewajibannya.” 

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan 

pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.  

2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 

yang sebenarnya.  

4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun 

dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri 

Keuangan.  
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5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual 

atau stelsel kas.  

6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat 

persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.  

7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat 

dihitung besarnya pajak yang terutang.  

8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah 

dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri 

Keuangan.  

9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang 

dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau 

penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, 

termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang 

bersifat final. 

10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 

dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola 

secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 

(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib 

Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Bentuk dan 

tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
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2.2.3 Konsep Dasar Akuntansi 

2.2.3.1 Definisi Akuntansi 

Menurut Lumbantoruan (1993) akuntansi merupakan suatu alat yang 

dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami 

apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian 

rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Di 

samping itu dikutip dari Ikhsan dan Suprasto (2008) Accounting Principle Board 

(APB) System Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:  

“akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan 

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu 

entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih di antara beberapa 

alternatif.” 

 

Dikutip dari Ikatan Akutansi Indonesia (2019) dalam Elektronik Book 

Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan, menerangkan bahwa pengertian 

akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi 

atau kejadian ekonomi seuatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan 

dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

mengambil keputusan: 

1) Seluruh transaksi dicatat dalam jurnal (books of original entry); 

2) Seluruh transaksi kemudian di analisis dan diposting ke buku besar (ledger); 

3) Terakhir seluruh transaksi dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan. 

Akuntansi mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai, yaitu menghasilkan 

dan melaporkan informasi yang relevan. Sebagai suatu sistem informasi yang 

relevan, relevan dikaitkan dengan siapa penerima laporan keuangan, apa 
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tujuannya, dimana tempatnya, dan kapan waktunya. Relevansi informasi erat 

dengan kepentingan penerima laporan. 

 
2.2.3.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang 

harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. 

Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, 

metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas (Waluyo, 2017). Sedangkan 

menurut Warni (2016) laporan keuangan merupakan laporan yang disusun dengan 

mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak. 

Dikutip dari Ikatan Akutansi Indonesia (2019) dalam Elektronik Book 

Modul Level Dasar (CAFB) Akutansi Keuangan, menerangkan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagai besar 

pengguna laporan keuangan dalam pengambil keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (termaksuk keuntungan dan 

kerugian), kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Laporan 

keuangan terdiei dari : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 
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4. Laporan arus kas selama periode; 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikasn 

dan informasi penjelasan lainnya. 

Menurut Waluyo (2017) kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep yang mendasari 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan 

eksternal. Kerangka dasar ini digunakan para pengguna laporan keuangan dalam 

menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang dimaksudkan agar laporan 

keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, 

sehingga tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Proses dalam laporan keuangan 

dijelaskan pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Proses Laporan Keuangan 

Sumber: Waluyo (2017) 
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 Berdasarkan gambar 2.1 Waluyo (2017) menjelaskan kegiatan yang 

meliputi pengindentifikasian, pengukuran, data yang relevan untuk pengembalian 

keputusan, pemrosesan data, pelaporan, dan penginformasian atau 

pengomunikasian kepada pengguna laporan keuangan sebagai suatu proses 

berulang yang terbentuk dalam siklus akuntansi.  

 
2.2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tertuang dalam PSAK 2007 bahwa t ujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (Hidayat, 2013). 

Dikutip dari Ikatan Akutansi Indonesia (2019) dalam Elektronik Book 

Modul Level Dasar (CAFB) Akutansi Keuangan, menerangkan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas tujuannya untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Ketiga jenis informasi utama 

tersebut dilaporkan pada jenis laporan yaitu : neraca (melaporkan posisi 

keuangan), laporan laba rugi (melaporkan kinerja), dan laporan posisi keuangan 

(melaporkan sumber penggunaan dan perubahan dana yang berdampak atas posisi 

keuangan). 

1. Posisi Keuangan 

Menggambarkan sumber daya yang dikuasai pada suatu waktu tertentu. 

Komposisi dan jumlah sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang ada 
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pada suatu waktu mencerminkan kemampuan entitas dalam meggunakan 

dalam kegiatan usaha. Parameter untuk mengevaluasi kemampuan lazimnya 

dikenal dengan mengitung dan menilai likuiditas dan solvabilitas. 

2. Kinerja 

Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukan seberapa efektif 

dan efisien entitas dalam menggunakan sumber daya entitas. Informasi 

tersebut untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 

mungkin dikendalikan dikemudian hari serta kemampuan entitas untuk 

menghasilkan arus kas dan sumber daya. Informasi tentang kinerja dilaporkan 

dalam laba rugi dan laporan arus kas. 

3. Perubahan Posisi Keuangan 

Informasi perubahan posisi keuangan entitas diperlukan untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi entitas selama periode pelaporan. 

Informasi tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana manajemen 

selama ini memanfaatkan kas dan setara kas, serta menilai kemampuan entitas 

mengasilkan sumber daya tersebut. Dalam menyusun laporan perubahan 

posisi keuangan, dana dapat didefinisikan sebagai sumber daya keuangan 

yaitu modal kerja (working capital), set likuid, atau kas. Informasi tentang 

perubahan posisi keuangan disajikan dalan laporan tersendiri. Dalan PSAK 1: 

Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan sebagai salah satu unsur atau 

komponen Laporan Keuangan Lengkap adalah Laporan Arus Kas. 
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4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan komponen laporan keuangan yang menampung catatan, skedul 

tambahan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan. Unsur-unsur yang 

disajikan dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan laba rugi 

(Laporan Penghasilan Komprehensif Lain), dan laporan posisi keuangan 

(Laporan Arus Kas) sering kali perlu didukung dengan rincian dana atau 

penjelasan, agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambil keputusan. 

 

2.2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 

2.2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 

Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang 

bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek 

arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi 

(Hidayat, 2013).  Sedangkan dikutip dari Waluyo (2017) dalam Akuntansi Pajak 

Edisi 6 menyebutkan laporan keuangan komersial merupakan produk yang 

dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk 

disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi 

komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu 

untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai 

entitas. 

Laporan keuangan fiskal disusun melalui proses rekonsiliasi antara 

akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan 
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dari extra comptable tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan 

keuangan komersial (Waluyo, 2009). Sedangkan menurut Suandy (2018) 

pengertian laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun 

sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. 

Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan 

keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam 

pengakuan penghasilan maupun biaya. 

Menurut Warni (2016) menjelaskan laporan keuangan fiskal adalah 

laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua 

peraturan perpajakan, Laporan keuangan fiskal mencakup:  

a) Neraca fiskal; 

b) Perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan; 

c) Penjelasan laporan keuangan fiskal; 

d) Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal; 

e) Ikhtisar kewajiban pajak. 

Menurut Lumbantoruan (1993) menjelaskan bahwa apabila laporan 

keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan 

semua peraturan perpajakan maka laporan dinamakan laporan keuangan fiskal. 

Laporan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan 

melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan pertauran perpajakan. 

Dalam proses laporan keuangan fiskal dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 

Proses Laporan Keuangan Fiskal 

Sumber : Waluyo (2017) 
 
 

2.2.4.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Dikutip dari Waluyo (2017) bahwa aspek akuntansi keuangan antara lain 

terdiri dari atas penggunaan konsep dasar, prinsip, atau standar metode akuntansi 

yang terperinci dalam: 

1. Konsep dasar entitas; 

2. Unit moneter sebagai alat pengukur; 

3. Prinsip valuasi serta penetapan beban dan pendapatan; dan 

4. Periode akuntansi, 
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Berlaku juga dalam akuntansi pajak, walaupun sepenuhnya diikuti sehingga 

terdapat perbedaan, karena tujuan dan motivasi akuntansi keuangan dan akuntansi 

pajak. 

Menurut Suandy (2008), menerangkan bahwa persamaan akuntansi 

komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:  

1) Aset atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak 

boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus 

dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.  

2) Aset atau harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan 

maupun bukan bangunan. 

3) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki 

masa manfaat terbatas.  

 
 

2.2.4.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Dikutip dari Waluyo (2017) bahwa perbedaan tujuan akuntansi keuangan 

dan akuntansi pajak berbeda. Tujuan akuntansi keuangan adalah menyajikan 

secara wajar keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai 

suatu entitas, sehingga informasi keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi. Disisi lain, akuntansi perpajakan mempunyai 

tujuan untuk menetapkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebagai dasar 

penetapan besarnya pajak yang terutang. Seperti yang diungkapkan Erly Suandy 

dalam Chendrawan (2017) bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya 

antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung 

besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan karena adanya 
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perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada 

konsep dasar akuntansi yaitu the proper matching cost against revenue, 

sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.  Sedangkan 

dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada 

peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal 

terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Berikut 

tabel perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Penyusutan Aset Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

 

Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal 

Masa manfaat: 

a. Masa manfaat ditentukan aset 

berdasarkan taksiran umur ekonomis 

maupun umur teknis  

b. Ditelaah ulang secara periodik 

c. Nilai residu bias diperhitungkan  

Masa manfaat: 

a. Ditetapkan berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan  

b. Nilai residu tidak diperhitungkan  

 

 

Harga Perolehan: 

a) Untuk pembelian menggunakan harga 

sesungguhnya  

b) Untuk pertukaran asset tidak sejenis 

menggunakan harga wajar  

c) Untuk pertukaran sejenis berdasarkan 

nilai buku asset yang dilepas  

Aset sumbangan berdasarkan harga pasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harga Perolehan: 

a) Untuk transaksi yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa 

berdasarkan harga yang 

sesungguhnya  

b) Untuk transaksi yang mempunyai 

hubungan istimewa berdasarkan 

harga pasar  

c) Untuk transaksi tukar-menukar 

adalah berdasarkan harga pasar  

d) Dalam rangka likuidasi, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, atau 

penggabungan adalah harga pasar 

kecuali ditentukan lain oleh Menteri 

Keuangan 

e) Jika direvaluasi adalah sebesar nilai 

revaluasi 
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Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal 

Metode Penyusutan: 

a. Garis Lurus 

b. Jumlah angka tahun 

c. Saldo menurun atau menurun ganda 

d. Metode jam jasa 

e. Unit produksi 

f. Annuitas 

g. Sistem persediaan 

Perusahaan dapat memilih salah satu 

metode yang dianggap sesuai, namun 

harus diterapkan secara konsisten dan 

harus ditelaah secara periodik 

Metode Penyusutan: 

a. Untuk aset tetap bangunan 

menggunakan garis lurus 

b. Untuk aset tetap bukan bangunan 

Wajib Pajak dapat memilih garis 

lurus atau saldo menurun ganda 

dengan syarat diterapkan secara taat 

asas 

 

Sistem Penyusutan: 

a) Penyusutan individual 

b) Penyusutan gabungan/kelompok  

 

Sistem Penyusutan: 

Penyusutan secara induvidul kecuali 

untuk peralatan kecil, dapat secara 

golongan 

Saat dimulainya penyusutan: 

a. Saat perolehan  

Saat penyelesaian 

Saat dimulainya penyusutan: 

a. Saat perolehan 

b. Dengan izin Menteri Kuangan dapat 

dilakukan pada tahun penyelesaian 

atau tahun menghasilkan 

 
Sumber : Suandy, 2008 

 
2.2.4.4 Perbedaan Konsep Penghasilan Akuntansi dan Fikal 

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) merupakan penambahan 

aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan 

(revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan merupakan penghasilan yang 

timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan 

sewa (Suandy, 2008). 
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Dikutip dari Dwijayanti (2013) bahwa FASB seperti menurut Vernon Kam 

Tahun 1990, memberikan definisi pendapatan sebagai berikut : 

“Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or 

settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from 

delivery or producing goods, rendering services, or other activities that 

constitute the entity’s ongoing major or central operations.” 

 
Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk atau 

kenaikan–kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian 

hutang–hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan 

atau produksi barang–barang, penyerahan jasa–jasa atau aktivitas–aktivitas 

lainnya yang merupakan operasi– operasi sentral yang dilakukan terus menerus. 

Ditinjau dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan 

konsep akuntansi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Pengasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 1 (satu), penghasilan 

merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Dikutip dari Hidayat (2013) fiskal membedakan penghasilan tersebut 

menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. 

2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. 
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3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pengasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 1 (satu), objek pajak penghasilan sebagai berikut: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 

pihakpihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
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p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus 

Bank Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 pada Pasal 4 huruf 2 (dua), penghasilan yang dikenai pajak bersifat final 

sebagai berikut: 

a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b) penghasilan berupa hadiah undian; 

c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 pada Pasal 4 huruf 3 (tiga), penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, 

sebagai berikut: 

a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan 

yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta 

hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai 

pengganti penyertaan modal; 

d.  penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 
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Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, 

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit); 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
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firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.2.4.5 Perbedaan Konsep Biaya Akuntansi dan Fiskal 

Menurut Suandy (2008), menerangkan bahwa definisi biaya merupakan 

semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi 

pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (capital 

expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (revenue 

expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode 

akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. 

Dikutip dari Widjayanti (2013) menerangkan bahwa Vernon Kam Tahun 

1990 mendefinisikan biaya yang diberikan  sebagai berikut : 

“Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of 

liabilities (or combination of both) during a period from delivering or 

producing goods, rendering services, or carrying out other activities that 

constitute the entity’s ongoing major or central operation.” 

 
Definisi di atas mengungkapkan bahwa biaya merupakan arus keluar atau 

penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang–utangnya dari satu periode akibat 

dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa atau aktivitas 

lainnya. 

Laba akuntansi atau disebut juga Laba Komersial penghitungannya 

bertumpu pada prinsip matching cost against revenue (penandingan antara 

pendapatan dengan biaya-biaya terkait), dalam salah satu prinsip tersebut terhadap 

konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk 

masa yang akan datang bukanlah merupakan aset oleh karena itu harus 

dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran 
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atau beban perusahaan sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

diakui sebagai biaya atau beban (Suandy, 2008).  

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan 

laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa 

mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang 

dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan 

mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan 

tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2017). Sedangkan dari sisi fiskal bahwa menurut 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (net basis 

of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) 

dikurangi dengan biaya-biaya atau  dan pengurangan lainnya yang diperkenankan 

oleh undang-undang perpajakan (Hidayat, 2013) 

Dikutip dari Waluyo (2017) menerangkan bahwa beban-beban yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:  

1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun 

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 

administrasi dan bunga.  

2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

Pengeluran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.  
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Disisi lain pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak 

dapat pula dibedakan sebagai berikut: 

1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)  

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang 

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek 

Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau 

selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebgai biaya (nondeductible 

expenses)  Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan 

Objek Pajak. 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain:  

1) Biaya pembelian bahan;  
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2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang;  

3) Bunga, sewa, dan royalti;  

4) Biaya perjalanan;  

5) Biaya pengolahan limbah;  

6) Premi asuransi;  

7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan;  

8) Biaya administrasi; 

9)  Pajak kecuali Pajak Penghasilan;  

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
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h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:  

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial  

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan  

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah  

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; dan  

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  
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Tidak setiap pengeluaran atau biaya itu dapat dibebankan sebagai biaya 

sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tertuang pada Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiamana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 

Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu: 

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:  

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan  

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan 
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syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan;  

f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan  

g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf 

l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 
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disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah; 

h) Pajak penghasilan; 

i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan.  

 
 

2.2.4.6 Perbedaan Konsep Penyusutan  dan Amortisasi  

1) Penyusutan 

Dikutip dari Waluyo (2017) menerangkan bahwa penyusutan atau jumlah 

disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan atas suatau aset atau 

jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi 

nilai sisa. Penyusutan untuk akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap 

berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut: 

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; 

2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas; dan 

3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 

pemasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. 
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Menurut Purwanto (2014) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan dua 

alternatif dalam penyajian aset tetap berwujud: 

a. Metode harga perolehan (cost method). 

b. Metode revaluasi. 

Dalam akuntansi komersial, aset tetap yang dapat disusutkan merupakan 

bagian signifikan aset perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat 

berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan keuangan dari 

hasil usaha (Waluyo, 2017). 

Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk 

tujuan komersial yang dilaporkan di laporan laba rugi. Perbedaan tersebut 

biasanya mengenai metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat mulai 

dilakukan penyusutan. Selain itu, penyusutan untuk tujuan fiskal tidak mengenal 

adanya nilai sisa. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan diatur 

pada pasal 11 (Purwanto, 2014) 

 
a) Metode Penyusutan 

Dikutip dari Purwanto (2014) dalam Standar Akuntansi Keuangan, metode 

penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap bisa dipilih 

secara fleksibel karena SAK menganut principle based. Metode penyusutan 

dipilih berdasarkan pertimbangan professional akuntan yang mencerminkan pola 

penggunaan manfaat ekonomi aset tersebut dalam mendapatkan penghasilan. 

Sebagai contoh, mesin pabrik. Jika berdasarkan pertimbangan akuntan, pola 

penggunaan manfaat ekonomi mesin tersebut sebanding dengan jumlah produksi 

maka metode penyusutan yang paling sesuai adalah metode satuan produksi. 
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Penyusutan untuk tujuan fiskal menganut rule based. Metode penyusutan, 

masa manfaat, dan cara melakukan penyusutan untuk suatu jenis aset harus 

mengikuti peraturan perpajakan. Sebagai contoh, mesin pabrik di atas, sesuai 

dengan peraturan perpajakan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus 

atau metode saldo menurun ganda. 

Untuk menentukan metode penyusutan fiskal, harta berwujud dibedakan 

menjadi dua, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Harta berupa bangunan 

disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan 

disediakan dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau 

metode saldo menurun ganda. Metode penyusutan dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  

Metode Penyusutan Fiskal 

 

Kelompok Harta Berwujud Metode Penyusutan 

Bangunan    Garis Lurus 

Selain Bangunan 1. Garis Lurus, atau 

2. Saldo Menurun 

 
      Sumber: Purwanto (2014) 

 
 

b) Masa Manfaat 

Dikutip dari Purwanto (2014) bahwa Dalam Standar Akuntansi Keuangan, 

masa manfaat suatu aset tetap ditaksir berapa lama aset tersebut bisa memberikan 

manfaat ekonomi guna mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan principle based, 

dalam menentukan masa manfaat suatu aset tetap bisa dilakukan lebih fleksibel.  
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Ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat 

ekonomi: 

1. Faktor fisik 

Faktor fisik berhubungan dengan kondisi aset secara fisik. Faktor ini biasanya 

digunakan untuk menentukan masa manfaat gedung. 

2. Faktor ekonomis 

Faktor ekonomis berhubungan dengan berapa lama suatu aset akan digunakan 

sehingga akan tetap menguntungkan perusahaan. Jika suatu asset sudah 

ketinggalan dan perlu diganti dengan yang baru, maka umur ekonomi aset 

sudah berakhir. Faktor ini biasanya dipertimbangkan dalam menentukan masa 

manfaat mesin, kendaraan, komputer, dan sejenisnya. 

Sementara itu, untuk tujuan perpajakan guna memberikan kepastian, pasal 

11 ayat 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

mengatur tentang masa manfaat harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal 

(Waluyo, 2017).  Pengelompokan masa manfaat harta berwujud dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 

Masa Manfat dan Tarif Penyusutan Fiskal 

 

Kelompok Harta 

Berwujud 
Masa Manfaat  

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

 

 

4 Tahun  

8 Tahun 

16 Tahun 

20 Tahun 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

II. Bangunan  

Permanen 

20 Tahun 

10 Tahun 

5% 

10% 
 

Sumber : Purwanto (2017) 

Purwanto (2014) menjelaskan Masa manfaat suatu jenis aset tetap untuk 

tujuan fiskal seringkali berbeda dengan untuk tujuan komersial sehingga hal ini 

juga menyebabkan perbedaan besarnya penyusutan fiskal dan penyusutan 

komersial. Untuk lebih memudhkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman 

dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka keluarlah Peraturan Menteri 

Keuagan No. 96/KMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termaksuk dalam 

kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan (Waluyo, 

2017). 

c) Saat Mulai Dilakukan Penyusutan 

Dikutip dari Waluyo (2017) pada akuntansi komersial bahwa penyusutan 

aset dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan yaitu saat aset berada pada 

lokasi dan kondisi yang diinginkan  agar aset sip digunakan sesuai dengan 

keinginan dan maksud manajemen. Sedangkan saat mulai dilakukan penyusutan 

untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat.  
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Sebagai contoh, PT ABC membeli sebuah truk pada tanggal 12 April 

2013. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka truk 

bulan April disusutkan satu bulan penuh. Jika truk tersebut dibeli tanggal 17 

April, maka truk tersebut baru mulai disusutkan mulai bulan Mei. Demikian juga 

pada saat pengalihan, penyusutan dilakukan dengan dibulatkan pada bulan 

terdekat. Sebagai contoh, truk di atas dijual pada tanggal 10 Juli 2017, maka truk 

tersebut terakhir disusutkan bulan Juni 2017 dan bulan Juli 2017 tidak disusutkan 

lagi. Tetapi, jika truk tersebut dijual pada tanggal 19 Juli 2017, truk tersebut 

terakhir disusutkan pada bulan Juli 2017 (Purwanto, 2014). 

Hal ini berbeda dengan penyusutan menurut akuntansi pajak dimulai pada 

bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam 

pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta 

tersebut sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Dengan 

persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dapat dilakukan pada saat 

bulan harta teresebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan atau pada bulan bulan harta tersebut mulai menghasilkan (Waluyo, 

2017). 

Dikutip dari Purwanto (2014) penyusutan fiskal biasanya mulai disusutkan 

pada bulan aset tetap tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak 

disusutkan. Jadi, jika truk tersebut dibeli tanggal 25 April 2013 dan dijual pada 

tanggal 25 Juli 2017. Truk tersebut mulai disusutkan mulai bulan April 2013 dan 

terakhir disusutkan bulan Juni 2017. Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak 
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Penghasilan mengatur lebih lengkap tentang saat mulai dilakukan penyusutan 

lebih lengkap sebagai berikut: 

a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta 

yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 

selesainya pengerjaan harta tersebut. 

b. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta 

yang bersangkutan mulai menghasilkan. 

 
d) Nilai Sisa 

Purwanto (2014) menjelaskan bahwa dalam penyusutan untuk tujuan 

komersial dikenal adanya nilai sisa. Sebaliknya dalam penyusutan fiskal tidak 

dikenal adanya nilai sisa. Dengan kata lain, nilai sisa harta berwujud yang 

disusutkan adalah nol. Beberapa perbedaan di atas mengakibatkan besarnya beban 

penyusutan komersial berbeda dengan penyusutan fiskal. Oleh karena itu, 

penyusutan fiskal perlu dibukukan dalam pembukuan ekstrakomptabel. 

Contoh : 

Aset tetap yang dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 

sebagai berikut: 

Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan komersial 

Jenis Harta 
Tanggal 

Perolehan 
Harga Perolehan 

Metode 

Penyusutan 
Masa Manfaat Nilai Sisa 

Bangunan 20/06/2003       2.400.000.000  GL 30 Tahun   300.000.000  

Mesin 02/03/2008       1.500.000.000  Satuan Produksi 1.000.000 unit                      -  

Kendaraan 18/07/2013       1.200.000.000  GL 5 Tahun    100.000.000  
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Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan fiskal 

Jenis Harta 
Tanggal 

Perolehan 
Harga Perolehan 

Metode 

Penyusutan 
Masa Manfaat 

Bangunan 20/06/2003       2.400.000.000  GL 20 Tahun 

Mesin 02/03/2008       1.500.000.000  GL Kel. 3 

Kendaraan 18/07/2013       1.200.000.000  Saldo Menurun Kel. 2 

 

Jika selama tahun 2013 jumlah produksi mesin sebanyak 60.000 unit, maka 

besarnya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal adalah sebagai berikut: 

Jenis Harta 
Tanggal 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Penyusutan 

Komersial 

Penyusutan 

Fiskal 

Bangunan 20/06/2003   2.400.000.000      70.000.000    120.000.000  

Mesin 02/03/2008   1.500.000.000      90.000.000      93.750.000  

Kendaraan 12/07/2013   1.200.000.000    110.000.000    150.000.000  

Jumlah   270.000.000    363.750.000  

Koreksi Fiskal Negatif                              93.750.000  

 

Dalam pembukuan ekstrakomptabel perlu dicatat jenis aset tetap, tanggal 

perolehan, harga perolehan atau dasar penyusutan fiskal, metode penyusutan 

fiskal, serta besarnya penyusutan fiskal setiap tahun. 

 
2) Amortisasi 

Pengertian amortisasi menurut PSAK 19 (Revisi 2010) merupakan alokasi 

sistematis jumlah tersusutkan aset takberwujud (Waluyo, 2017). Sedangkan 

dikutip dari Purwanto (2014) amortisasi pada dasarnya merupakan alokasi secara 

sistematis atas biaya perolehan harta berwujud tidak berwujud untuk dibebankan 

selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

amortisasi diatur pada pasal 11A. Amortisasi untuk tujuan pajak berbeda dengan 

amortisasi untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut biasanya menyangkut 
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objek amortisasi, metode amortisasi, masa manfaat harta, dan saat mulai 

dilakukan amortisasi 

 
a. Objek Amortisasi 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset tidak berwujud bisa 

digolongkan menjadi dua: 

1. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 

2. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. 

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilan arus 

kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain 

keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Sebagai 

contoh, aset berupa hak paten atas pembuatan obat farmasi. Karena competitor 

melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus, paten yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan arus kas untuk masa yang 

terbatas. Terhadap aset yang memiliki masa manfaat terbatas, atas harga 

perolehannya dibebankan melalui amortisasi. Jadi amortisasi adalah alokasi secara 

sistematis atas harga perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 

11A Ayat 1 menyatakan bahwa amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
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penghasilan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak 

guna usaha, hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan. 

Jadi menurut ketentuan perpajakan, semua harta tidak berwujud dapat 

dilakukan amortisasi, sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang 

dilakukan amortisasi hanya atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat 

yang terbatas 

 
b. Metode Amortisasi 

Besarnya amortisasi harus merefleksikan pola pemanfaatan aset tidak 

berwujud tersebut oleh perusahaan. Bisa menggunakan metode satuan produksi, 

metode saldo menurun, atau metode garis lurus tergantung bagaimana pola 

pemanfaatan aset tersebut dalam menghasilkan penghasilan. 

Menurut ketentuan perpajakan, terdapat tiga jenis metode amortisasi yang 

dipergunakan: 

1. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan, 

dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode satuan 

produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan 

minyak dan gas bumi tanpa ada batasan. 

2. Pengeluaran selain di atas terdapat dua opsi metode amortisasi, yaitu metode 

garis lurus dan metode saldo menurun ganda. 
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Tabel 2.5 

Metode Amortisasi Fiskal 

 

Kelompok Harta Tak Berwujud Metode Penyusutan 

Hak penambangan, hak 

pengusahaan hutan, dan hak 

pengusahaan sumber alam serta 

hasil alam lainnya, selain bidang 

penambangan dan gas bumi 

Satuan produksi, 

maksimal 20% setahun 

Hak penambangan minyak dan 

gas bumi 

Satuan produksi, tidak 

ada batasan maksimal 

Pengeluaran selain di atas Garis lurus atau saldo 

menurun ganda 

  Sumber : Purwanto (2014) 

 
c. Masa Manfaat 

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam 

menghasilan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset 

tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa 

manfaat legal. Berdasarkan pasal 11A ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, 

pengelompokan masa manfaat harta tak berwujud yang diamortisasi dengan 

metode garis lurus dan saldo menurun dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Fiskal 

 

Kelompok Harta 

Tak Berwujud 
Masa Mafaat  

Tarif Amortisasi 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 
        
       Sumber : Purwanto (2014) 
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Jika suatu harta tak berwujud memiliki masa manfaat yang tidak sama dengan 

kelompok di atas, maka dimasukkan dalam kelompok terdekat. 

 

2.2.5 Rekonsiliasi Fiskal 

2.2.5.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal 

Menurut Supriyanto (2011) Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses 

penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan di indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal 

sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting 

dari proses rekonsialisi fiskal diantaranya adalah: 

a. Laporan Laba Rugi Komersial 

Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugiHal 

ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan 

penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan ini 

adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang 

harus dibayar oleh perusahaan. 

b. Koreksi/Penyesuaian Fiskal 

Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan 

antara peraturan/ketentuan satau dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat 

beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan 

keuangan. Asusmsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Perbedaan 

ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap. 
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c. Laba/Rugi Fiskal 

Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di 

dalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

adalah laba/rugi fiskal. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam 

perhitungan besar/ kecilnya pajak terutang bagi perusahaan. 

 
2.2.5.2 Koreksi Fiskal 

Dikutip dari Purwanto (2014) berdasarkan dampaknya terhadap 

penambahan atau pengurangan penghasilan neto fiskal, koreksi fiskal dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Koreksi Fiskal Positif 

Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya 

penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada 

karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis 

imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, 

imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban 

tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal 

menjadi lebih besar. 

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, koreksi fiskal positif 

dikelompokkan menjadi: 

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang 

saham, sekutu, atau anggota. 

2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 
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3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan 

kenikmatan. 

4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan 

dengan pekerjaan. 

5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. 

6. Pajak Penghasilan. 

7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang 

modalnya tidak terbagi atas saham. 

8. Sanksi administrasi perpajakan. 

9. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. 

10. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. 

11. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya. 

2. Koreksi Fiskal Negatif 

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi besarnya 

penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat 

penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan 

bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam 

menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. 

Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil. 

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, koreksi fiskal positif 

dikelompokkan menjadi: 

1) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. 
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2) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. 

Sedangkan berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan 

neto fiskal, koreksi fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

 
1. Koreksi Fiskal Beda Tetap 

Koreksi fiskal beda tetap adalah koreksi fiskal yang menyebabkan 

perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal secara permanen. 

Yang termasuk dalam koreksi fiskal beda tetap adalah 

a) Penghasilan yang bukan objek pajak. 

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final. 

c) Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh 

dikurangkan, sedangkan secara komersial boleh dikurangkan. 

2. Koreksi Fiskal Beda Waktu 

Koreksi fiskal beda waktu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan 

perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal untuk sementara 

waktu saja. Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan 

komersial dan penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap 

tersebut biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut 

jumlah penyusutan komersial dan jumlah penyusutan fiskal adalah sama. Jadi, 

penyusutan untuk sementara menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) 

komersial dan laba (rugi) fiskal, sedangkan dalam jangka panjang penyusutan 

tidak menyebabkan perbedaan. Hal-hal yang memicu beda waktu antara lain: 

a. Penyusutan. 

b. Amortisasi. 
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c. Penurunan nilai persediaan. 

d. Penurunan nilai investasi dalam surat berharga, dan  

e. Beban piutang tak tertagih. 

 
2.2.5.3 Kredit Pajak Pengurang PPh Badan Terutang 

Dikutip dari Redaksi DDTCNews (2019) wajib pajak badan dalam tahun 

pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun 

pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, 

atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan sendiri. 

Sedangkan pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran 

pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara 

mengkreditkan terhadap pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak 

yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat 

final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong 

dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. 

Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh). 

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, beberapa jenis pajak yang dapat 

dikreditkan atau dikurangkan dalam menghitung PPh badan adalah sebagai 

berikut: 

1. PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemotongan PPh dari kegiatan di bidang 

impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 
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2. PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, 

sewa, hadiah dan penghargaan, serta imbalan lainnya. 

3. PPh Pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas 

penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 

4. PPh Pasal 25 berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh 

wajib pajak badan. 

5. PPh Pasal 26 Ayat 5 berkaitan dengan pemotongan pajak atas subjek pajak 

luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tidak bersifat final. 

 

2.2.5.4 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan 

Menurut Waluyo (2017) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan 

yang diterapakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam 

nergeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Besarnya 

tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan untuk tahun 2010 

berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) (Tjaraka, 2014). 

Menurut waluyo (2017) aturan khusus penerapan tarif wajib pajak badan 

dengan acuan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 

terdapat unsur kekhususan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan 

Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

disetor tersebut diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi 
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persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah 

dari pada tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 

17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E: 

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangantarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)” (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2013). 

Menurut Waluyo (2017) menerangkan bahawa dasar yang digunakan 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang adalah Penghasilan Kena Pajak 

(PhKP). Tetap berlandaskan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan 

(laporan laba rugi/profit and loss  statement) setelah dilakukan koreksi fiskal 

positif atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Bentuk 

perhitungan pajak terutang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 

Perhitungan Pajak Terutang 

Sumber: Waluyo (2017) 

Tarif yang digunakan dapat meliputi : 

1. Tarif umum 

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukan dalam Pasal 17 (lapisan 

tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Tarif khusus 

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah, biasanya ditunjukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga 

deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final. Dasar 

pengenaannya juga disebutkan, misalnya penghasilan bruto.  

3. Tarif sesuai Undang-Undang 

Tarif ini untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai Pasal 17 Undang-

Undang Pajak Penghasilan terdapat pula tarif yang disebutkan dalam Pasal 23 

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ditetapkan dengan tarif 15% dari 

jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto, demikian halnya dengan tarif Pasal 

26 Unndang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan tarif PPh Pasal 26 

sebesar 20%. 

 

 

 

 

Pajak Terutang = Tarif x Penghasilan Kena Pajak 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini digambarkan kerangka 

konseptual yang berfungsi sebagai acuan sekaligus mencerminkan pola pikir yang 

digunakan dalam perumusan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Skema Kerangka Konseptual 

Laporan Keuangan  

Fiskal 

Laporan Keuangan 

Komersial 

PT. Rolas Nusantara 
Medika 

Proses Pembukuan 

Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 2017 

UU Pajak Penghasilan 

Nomor 36 Tahun 2008 
Rekonsiliasi Fiskal 

Tarif Pajak PPh Badan 

Pasal 17 Ayat 1b 

PPh Badan Terutang 

Kredit Pajak 

Laba Rugi Komersial Laba Rugi Fiskal 
Menilai Kesesuian 

dengan Aturan 

PPh Kurang Bayar 

atau Lebih Bayar 

Menarik 

Kesimpulan: 
1. Sesuai 

atauTidak 
Sesuai 

2. Menilai 
Tingkat 

Kesesuaian 
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Berdasarkan tabel 2.4 diatas, kerangka konseptual yang digunakan untuk 

perumusan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. PT. Rolas Nusantara Medika merupakan perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dalam menghasilkan laporan keuangan yang akan dilakukan 

penelitian. 

2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian menurut acuan atau aturan yang dipakai dalam menyajikan sebuah 

laporan keuangan, yakni laporan keuangan komersial dengan mengacu PSAK 

tahun 2017 yang salah satunya menghasilkan output laporan keuangan laba 

rugi, yang akan dilakukan penelitian. Atas laporan keuangan laba rugi fiskal 

dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 

2008 yang menghasilan menjadi sebuah laporan laba rugi fiskal. 

3. Laporan keuangan laba rugi rugi fiskal perusahaan dilakukan penilaian 

dengan mengacu aturan perpajakan yang berlaku serta menarik kesimpulan 

dengan kriteria sesuai dan tidak sesuai menurut peraturan perpajakan yang 

berlaku, di samping itu juga dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian laba 

rugi fiskal perusahaan dengan mengacu peraruran perpajakan yang berlaku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Rolas Nusantara Medika, beralamat di 

Jalan Gajah Mada No. 15 Jember Kidol, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember, 68131. Telepon: (0331) 485926 Fax: (0331) 485926 Email: 

rolasmedika_kanpus@ptpn12.com Website: rolasmedika.com dan penelitian ini 

dilakukan pada periode Tahun 2018. PT. Rolas Nusantara Medika merupakan 

anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara XII yang bergerak di bidang jasa 

kesehatan swasta yang memiliki 2 (dua) jenis usaha yang tersebar di wilayah 

Kabupten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Unit usaha PT. Rolas Nusantara 

Medika terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Grup Klinik. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan PT. Rolas Nusantara Medika 

Tahun 2018. 

3.2.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan  

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini yaitu 

mailto:rolasmedika_kanpus@ptpn12.com
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Laporan Mutasi (General Ledger) dan Laporan Laba Rugi Tahun 2018. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini merupakan penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013). Peneliti 

mengambil sampel sesuai dengan data yang diperlukan yaitu laporan keuangan 

selama 1 tahun terakhir pada PT. Rolas Nusantara Medika. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskritif kuantitatif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, 

keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan 

fakta–fakta yang sebenarnya. Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) 

merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari 

suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subyek yang 

diteliti (Radjab dan Jam’an, 2017). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian ini maka pedoman 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

B. Laporan Laba Rugi Komersial 
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Laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak 

termaksuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain (PSAK 1, 2009). 

C. Rekonsiliasi Fiskal 

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu penyesuaian terhadap laporan 

laba/rugi yang semula berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

kemudian dilakukan koreksi pada akun-akun pendapatan dan beban yang 

berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku (Widaninggar dan Sari, 

2020). 

D. Tarif PPh Badan  

Dijelaskan menurut Widaninggar dan Sari (2020) bahwa tarif pajak 

merupakan dasar pengenaan atas objek pajak. Aturan mengenai tarif pajak 

terdapat pada Pasal 17 UU Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah 

disempurnakan beberapa kali, dan yang terakhir melalui UU Nomor 36 Tahun 

2008. Menurut aturan tersebut tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, dengan tarif terakhir Pasal 17 ayat (2) UU PPh adalah 25% yang 

berlaku 2010.  

Tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan 

terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluhan saham yang disetor 

diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif untuk 

wajib pajak badan pada umumnya. 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-66/PJ/2020 Tentang Penegasan atas 

Pelaksaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak 
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dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah) mendapat fasiltas berupa pengurangan tarif sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran 

bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta 

rupiah). 

E. Kredit Pajak 

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh 

wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut 

oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termaksuk 

apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang diluar negeri (Aeny, 

2017). 

F. PPh Kurang Bayar atau Lebih Bayar 

Menurut penjelasan Kosasih (2018) definisi  PPh kurang bayar sesuai 

dengan UU PPh Pasal 29, bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun 

pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran 

pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan 

pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling 

lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan. 

Sedangkan PPh lebih bayar sesuai dengan UU PPh Pasal 28a, bahwa PPh 

lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata 

lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh 
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Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, kelebihan pembayaran pajak 

dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-

sanksinya. 

 
3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 

 
3.5.1 Pengamatan (Obervasi) 

Pengamatan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi 

mengandung kelebihan yakni data yang diperoleh tidak terbatas hanya pada 

jawaban pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner atau yang diajukan dalam 

wawancara (Fatihudin, 2015). Dalam obervasi dilakukan wawancara yang 

diajukan terkait dengan biaya–biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, dan sistem 

perpajakan perusahaan. 

 
3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data–data berupa dokumen yang 

diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi 

perusahaan, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, laporan laba rugi fiskal 

perusahaan, dan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan). 

 
3.5.3 Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal–jurnal media 
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cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut 

yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis. 

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Data kualitatif 

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang 

perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik 

secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang 

berlaku yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2) Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, daftar aktiva tetap, daftar penyusutan aktiva tetap, dan CALK 

(Catatan atas Laporan Keuangan) PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian 

melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau 

bagian yang terkait dengan data – data yang ada, khususnya pada Tax and 

Accounting Staff. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik 

secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek 

penelitian. 
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3.6 Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif komparatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif 

dan pendekatan tingkat kesesuaian. 

 
3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai 

karakteristik dari sebuah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Siyoto dan Sodik, 2015). 

Analisi deskriptif berguna untuk menganalisi secara detail tentang perlakuan 

akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan 

pajak terhadap biaya - biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh 

diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. 

 
3.6.2 Perhitungan PPh Badan 

Dasar pengenaan pajak untuk PPh Badan disebut dengan penghasilan kena 

pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, PPh 

badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan 

selama tahun pajak berjalan. Setelah mengetahui nilai penghasilan kena pajak 

tersebut, barulah akan diketahui berapa pajak yang terutang dengan 

mengalikannya dengan tarif PPh badan yang berlaku.  
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Dikutip Widaninggar dan Sari (2020) untuk melakukan perhitungan pajak 

penghasilan dapat menggunakan suatu kertas kerja rekonsiliasi fiskal, adapun 

kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dilihat pada tabel 3.1, sedangkan formulasi 

penghitungan PPh badan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.1 

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 

 

Keterangan 
Menurut 

Akuntansi 

Koreksi Fiskal Menurut Fiskal 

Beda Tetap Beda Waktu 
 

Pendapatan :         

-         

-         

Biaya-biaya :         

-         

-         

Laba 

(penghasilan) 

Laba Bersih 

sebelum pajak 
    

Laba 

(penghasilan) 

kena pajak 
 
Sumber : Widaninggar dan Sari (2020) 

 
3.6.3  Analisis Komparatif 

Menurut Sugiyono (2013) analisis komparatif merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara membandingkan anatara teori satu dengan teori yang lain, 

dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif 

peneliti memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila 

dipandang terlalu luas. Komparatif digunakan membandingkan laba menurut 

peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
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Tabel 3.2 

Formulasi Perhitungan PPh Badan 

 

Perhitungan Dasar Hukum 

Penghasilan Seluruh Penghasilan 

Bruto 

xxxx Pasal 4 ayat (1) UU PPh 

Biaya (-) (xxxx) Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat 

(1) huruf c,d,e,g UU PPh 

Jumlah Penghasilan Neto 

Komersial 

xxxx  

Koreksi Fiskal   Pasal 9 ayat (1) UU PPh 

- Fiskal Positif  Xxxx  

- Fiskal Negatif (xxxx)  

Penghasilan Neto Fiskal xxxx  

Kompensasi Kerugian (-) (xxxx) Pasal 6 ayat (2) UU PPh 

Penghasilan Kena Pajak xxxx Pasal 6 ayat (3) jo. 7(1) UU PPh 

PPh Terutang (Dikali Tarif PPh 

Badan) 

xxxx Pasal 17 ayat (2a), (2b), dan 31E 

ayat (1) 

Jumlah Kredit Pajak   Pasal 28 dan 24 UU PPh 

- Dipotong/Dipungut Pihak 

Ketiga 

(xxxx)  

- Telah dibayar sendiri (xxxx)  

PPh Kurang/Lebih Bayar xxxx Pasal 28A atau 29 UU PPh 
 
Sumber : Redaksi DDTCNews (2019) dengan perubahan 

 
3.6.4 Pendekakatan Tingkat Kesesuaian 

Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan skor kinerja 

pelaksanaan dengan skor kepentingan (Supranto dalam Wulan dan Joharis, 2012). 

Pendekatan tingkat kesesuaian ini untuk mengetahui seberapa sesuai antara 

rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak dengan rekonsiliasi fiskal menurut 

peneliti dengan mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku.  
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Pendekatan ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

TKi  = 
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 × 100% 

Keterangan : 

TKi = Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal 

Xi = Skor (nilai) benar rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak  

Yi = Total keseluruhan komponen penilaian rekonsiliasi fiskal peneliti      

             berdasarkan acuan peraturan perpajakan 

Untuk mengetahui persentase tingkat kesesuaian pencapaian skor riil 

antara kesesuaian rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak dengan kesesuaian rekonsiliasi 

fiskal menurut peneliti dengan mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku 

maka digunakan interval 100% : 5 = 20% sehingga dapat digunakan kriteria 

tingkat kesesuaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Rekonsiliasi Fiskal 
 

No Penilaian Persentase  

1 Tidak Sesuai 0% - 19% 

2 Kurang Sesuai 20% - 39% 

3 Cukup Sesuai 40% - 59% 

4 Sesuai 60% - 79% 

5 Sangat Sesuai 80% - 100% 
         
        Sumber : Supranto dalam (Wulan dan Joauharis, 2012)  

                        dengan perubahan
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT Rolas Nusantara Medika didirikan pada Tanggal 1 Februari 2012 

berdasarkan Akta Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum Nomor 2 Tanggal 1 Februari 

2012, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. AHU-31482.AH.01.01 Tahun 2012 berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 

15 Kaliwates Jember. PT Rolas Nusantara Medika merupakan anak perusahaan 

PT Perkebunana Nusantara XII (Persero) yang bergerak di bidang layanan 

kesehatan. 

 
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

A. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan pelayanan kesehatan terkemuka. 

B. Misi Perusahaan 

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terpecaya. 

2. Menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan terintegrasi. 

3. Menyelenggarakan pengembangan SDM yang berkualitas untuk 

kemajuan perusahaan. 

4. Menyelenggarakan perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan 

bagi karyawan dan pemangku kepentingan. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Rolas Nusantara Medika terdiri dari empat bidang 

dan staf ahli. Berikut ini struktur organisasi PT. Rolas Nusantara Medika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Garis Koordinasi 

  Garis Perintah 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Rolas Nusantara Medika 

 

Sumber : SK No: RS-RNM/Kpts/25/2020 
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4.1.4 Data Perpajakan Perusahaan 

PT. Rolas Nusantara Medika adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Sesuai Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) No. S-5468KT/WPJ.12/KP.0703/2020 dengan data perpajakan 

sebagai berikut: 

Nama Perusahaan  : PT Rolas Nusantara Medika 

NPWP    : 03.214.116.0-626.000 

Status Wajib Pajak  : Pengusaha Kena Pajak 

Klasifikasi Lapangan Usaha : 86103 – Jasa Rumah Sakit Swasta 

Alamat    : Jalan Gajah Mada No. 15 RT.001 RW.029 Jember  

  Kidul Kaliwates Kab. Jember Jawa Timur 68131 

Kategori   : Badan 

Tanggal Mulai Terdaftar : 27 Februari 2012 

 

4.1.5 Laporan Keuangan Perusahaan  

PT. Rolas Nusantara Medika menyelenggarakan pembukuan berdasarkan 

standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, 

manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun informasi dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan (komersial) perusahaan sebagai berikut: 

Program sistem akuntansi  : FINA.exe 
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Pengakuan pendapatan dan biaya :  

 

 

 

 Laporan keuangan PT. Rolas Nusantara Medika untuk tahun berakhir 31 

Desember 2018 telah dilakukan audit oleh Auditor Independen, adapun  informasi 

atas laporan keuangan tahun 2018 sebagai berikut : 

Nama Kantor Akuntan Publik   :  Imelda & Rekan (Deloitte°). 

Alamat      :  

 

Nomor Laporan Auditor Independen : 00088/2.1265/AU.1/10/0556-1/1/VII/2019 

Opini Auditor    : 

  

 

A. Laporan Posisi Keuangan Perusahaan 

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggabambarkan posisi 

keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan modal pada tanggal penutupan 

buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. PT. Rolas Nusantara Medika menyusun neraca setiap akhir periode 

akuntansi yaitu tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Adapun neraca PT. Rolas 

Nusantara Medika per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berkut : 

 

 

Pelaporan keuangan PT. Rolas Nusantara 

Medika berbasis akrual (Accrual Basis) 

dimana seluruh pendapatan dan biaya 

dicatat pada periode disaat terjadi. 

 

The Plaza Office Tower 32nd Floor - Jl. 

M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350. 

 

 Laporan keuangan menyajikan secara 

wajar dan telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan. 
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PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA  

 LAPORAN POSISI KEUANGAN  

 31 DESEMBER 2018  

 ASET         LIABILITAS DAN EKUITAS      

 ASET LANCAR  
 

Catatan  
     LIABILITAS JANGKA PENDEK  

 

Catatan  
  

 Kas dan setara kas   5          5.622.336.709     Utang usaha   10          3.961.951.930  

 Piutang usaha   6       Utang lain-lain   11          1.749.496.989  

    Pihak ketiga               814.753.452     Beban akrual   12          5.534.060.253  

    Pihak berelasi   23        19.493.518.631     Utang pajak   13          1.459.732.749  

 Persediaan    7          2.994.898.516     Pendapatan diterima dimuka      

 Biaya dibayar dimuka            2.392.875.597     Utang bank yang jatuh tempo dalam   14, 23    

 Pajak dibayar dimuka   22          1.014.187.600         satu tahun            1.642.857.144  

 Aset lancar lainnya                    5.831.633          

 Jumlah Aset Lancar          32.338.402.138     Jumlah Liabilitas Jangka Pendek          14.348.099.065  

              

         LIABILITAS JANGKA PANJANG      

         Utang bank jangka panjang - setelah      

             dikurangi bagian yang jatuh tempo      

             dalam waktu satu tahun   14, 23          5.476.190.472  

         Utang lain - lain jangka panjang   15          8.867.465.279  

         Libilitas imbalan kerja karyawan   16        13.175.184.636  

         Jumlah Liabilitas Jangka Panjang          27.518.840.387  

         Jumlah Liabilitas           41.866.939.452  

 ASET TIDAK LANCAR         EKUITAS      

 Properti investasi - bersih   8        39.014.837.275     Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000      

 Aset tetap - bersih   9     127.981.689.559          per saham      

 Aset pajak tangguhan   22          3.166.505.863          Modal dasar - 200.00 lembar saham      

              Modal ditempatkan dan disetor penuh -      

                   61.833 lembar saham   17        61.833.000.000  

         Penghasilan komprehensif lain          59.887.308.312  

         Saldo laba          38.914.187.071  

 Jumlah Aset Tidak Lancar       170.163.032.697     Jumlah Ekuitas       160.634.495.383  

 JUMLAH ASET       202.501.434.835     JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS       202.501.434.835  

Sumber : Data Sekunder (2018)     
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B. Laporan Laba Rugi Perusahaan 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan 

beban dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selisih antara 

pendapatan dan beban merupakan laba rugi yang diperoleh perusahaan.  

PT. Rolas Nusantara Medika menyusun laporan laba ruginya setiap akhir 

tahun buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 

Desember 2018, laporan laba rugi PT. Rolas Nusantara Medika adalah sebagai 

berikut : 

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA  

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  

 Catatan 2018 

  
(Rp) 

 

 PENDAPATAN USAHA   18                96.297.999.790 

 BEBAN POKOK PENDAPATAN   19   (62.886.612.456) 

 LABA KOTOR                  33.411.387.334 

 Beban umum dan administrasi   20               (24.078.003.382) 

 Beban pemasaran    (402.961.064) 

 Pendapatan dan beban lainnya - bersih   21               20.928.189.549 

 Beban keuangan    (871.885.148) 

 Pendapatan  keuangan                      300.076.096 

 LABA SEBELUM PAJAK                 29.286.803.385 

 BEBAN PAJAK   22  (1.762.123.800) 

 LABA BERSIH TAHUN BERJALAN                 27.524.679.585 

 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN    
 

 Pos-pos yang tidak dapat direklasifikasikan ke    
 

    laba rugi :    
 

    Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan    
 

       kerja karyawan   16                   169.881.125 

    Pajak penghasilan terkait    
 

       pos - pos yang tidak akan direklasifikasikan    
 

       ke laba rugi   22  (42.470.281) 

    Revaluasi aset tetap                 28.365.790.182 

 Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun    
 

    berjalan - bersih setelah pajak    28.493.201.026 

 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF     
 

    TAHUN BERJALAN    56.017.880.611 

    

 Sumber : Data Sekunder (2018) 
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C. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perhitungan Pajak Kini 

Perusahaan  

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang 

menyajikan informasi tambahan atas pos-pos di dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan No. 22 (dua puluh dua) PT. Rolas 

Nusantara Medika dalam Laporan Audit menjelaskan rincian atas perhitungan 

atas pajak penghasilan badan. Berikut perhitungan pajak penghasilan badan PT. 

Rolas Nusantara Medika Tahun 2018. 

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA  

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

31 DESEMBER 2018 

 Pajak Kini    (Rp) 

 Laba sebelum pajak menurut laporan      

       laba rugi dan penghasilan      

       komprehensif lain    
                         

29.286.803.385 

 Perbedaan temporer:      

       Jasa produksi    

                          

2.175.740.000 
       Imbalan kerja    (182.724.066) 

       Perbedaan penyusutan komersial      

           dan fiskal    (4.771.475.284)  

 Jumlah    (2.778.459.350)  

 Perbedaan yang tidak dapat      

       diperhitungkan menurut fiskal:      

       Penghasilan jasa giro dan       
           bunga deposito berjangka    (959.551.625)  

       Peningkatan revaluasi properti investasi    (21.817.391.688)  

       Lain-lain    
                             

538.635.124 

       Jumlah    (22.238.308.189)  

 Laba Kena Pajak    

                          

4.270.035.846 

 Beban pajak kini (25%)    

                          

1.067.508.962 

 Dikurangi pajak penghasilan      

       dibayar dimuka - Pasal 25    (2.081.696.562)  

 (Lebih) kurang pajak penghasilan    (1.014.187.601)  

 

Sumber : Data Sekunder (2018) 
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4.2 Hasil dan Analisis Penelitian 

4.2.1 Pos-Pos Rekening yang Dikoreksi Fiskal atas Laporan Keuangan 

Komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 

Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak 

2018 PT. Rolas Nusantara Medika diperoleh rincian atas koreksi fiskal sebagai 

berikut :  

I. Koreksi Fiskal Positif 

1. Mengkoreksi fiskal positif atas pembentukan atau pemupukan cadangan 

sebesar Rp  2.175.740.000 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta 

tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). 

2. Mengkoreksi fiskal positif atas penggantian atau imbalan pekerjaan atau 

jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar Rp  182.724.066 

(seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam 

puluh enam rupiah). 

3. Mengkoreksi fiskal positif atas harta yang dihibahkan, bantuan atau 

sumbangan sebesar Rp  288.410.331 (dua ratus delapan puluh delapan 

juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). 

4. Koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp  250.224.793 (dua ratus lima 

puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh 

tiga rupiah) 

II. Koreksi Fiskal Negatif  

1) Mengkoreksi fiskal negatif atas penghasilan yang dikenakan PPh Final 

dan yang tidak termaksuk objek pajak sebesar Rp 959.551.625 
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(sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu 

enam ratus dua puluh lima rupiah). 

2) Mengkoreksi fiskal negatif atas selisih penyusutan komersial dibawah 

penyusutan fiskal sebesar Rp  769.137.296 (tujuh ratus enam puluh 

sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh 

enam rupiah) 

3) Koreksi fiskal negatif lainnya sebesar Rp  26.185.177.807 (dua puluh 

enam milyar seratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh 

ribu delapan ratus tujuh rupiah). 

 
 

4.2.2 Pos-Pos Rekening yang masih harus dilakukan Koreksi Fiskal atas 

Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 

Pajak 2018 

A. Koreksi Fiskal Positif 

1. Pembentukan dan Pemupukan Dan Cadangan 

Tabel 4.1 

Penelitian Beban Cadangan Jasa Produksi 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   
Jumlah Selisih 

Koreksi 

   (Rp) 

1 Beban cadangan Bonus / Jasa Produksi   (533.946.103)  

        

  Menurut Wajib Pajak :   2.868.328.594    

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU 

PPh : 
 2.334.382.491    

                   (533.946.103)    

        

Sumber : Data diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.1 dilakukan koreksi atas jumlah koreksi fiskal positif 

beban cadangan jasa produksi perusahaan sebesar Rp 533.946.103 (lima ratus tiga 
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puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah). Hal ini 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf c UU 

Pajak Penghasilan tentang pembetukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil 

penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 470.00, 

jumlah beban cadangan jasa produksi tahun 2018 yang seharusnya dikoreksi fiskal 

positif sebesar Rp 2.334.382.491 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga 

ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). 

 
Tabel 4.2 

Penelitian Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja 

 
 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

2 Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja 
  

 
  214.653.256 

        

  Menurut Wajib Pajak :        2.003.420.908    

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU 

PPh : 
      2.218.074.164    

             214.653.256    

        

Sumber : Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dilakukan koreksi atas jumlah koreksi fiskal positif 

beban cadangan imbalan paska kerja perusahaan sebesar Rp 214.653.256 (dua 

ratus empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam 

rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  

huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana 

cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan 

keuangan nomor 470.02, jumlah beban cadangan imbalan paska kerja tahun 2018 

yang seharusnya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 2.218.074.164 (dua milyar 



93 

 

 STIE Mandala Jember 

 

dua ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat 

rupiah). 

 
Tabel 4.3 

Penelitian Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya 

 
 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

3 Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya 
  

 
   1.988.639.316  

        

  Menurut Wajib Pajak :                             0     

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU 

PPh : 
      1.988.639.316    

          1.988.639.316    
        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dilakukan koreksi fiskal positif atas beban 

cadangan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

Pasal 9 ayat (1)  huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau 

pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada 

akun laporan keuangan nomor 470.03, 213.09 sampai dengan nomor 507.0, 

jumlah beban cadangan tunjangan hari raya tahun 2018 pada akun tersebut sebesar 

Rp 1.988.639.316 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam 

ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah), maka atas jumlah 

tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 
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Tabel 4.4 

Penelitian Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan Lainnya 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

5 Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya   129.093.584 

        

  Menurut Wajib Pajak :                            0  

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf 

c UU PPh : 
        129.093.584    

            129.093.584    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan 

lainnya rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi 

menurut peneliti harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan PLN, 

Tlp, PDAM, dan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 

ayat (1)  huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembetukan atau pemupukan dana 

cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan 

keuangan nomor 424.03 sampai dengan nomor 406.02 atas beban cadangan PLN, 

Tlp, PDAM, dan lainnya sebesar Rp 129.093.584 (seratus dua puluh sembilan juta 

sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) harus dilakukan 

koreksi fiskal positif. 
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Tabel 4.5 

Penelitian Beban Cadangan Pajak Pertambahan Nilai 

 
 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

6 Beban Cadangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)   823.744.482 
        

  Menurut Wajib Pajak :                                          0 
 

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf 

c UU PPh : 
        823.744.482    

            823.744.482    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas beban cadangan PPN rekonsiliasi fiskal 

Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti harus 

dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan PPN (Pajak Pertambahan 

Nilai) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf c UU 

Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil 

penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 506.09 

atas beban cadangan PPN sebesar Rp 823.744.482 (delapan ratus dua puluh tiga 

juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) 

harus dilakukan koreksi fiskal positif. 

 
Tabel 4.6 

Penelitian Beban Cadangan Jasa Konsultan 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

7 Beban Cadangan Jasa Konsultan     255.000.000 

        

  Menurut Wajib Pajak :                            0    

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU 

PPh : 
        255.000.000    

            255.000.000    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, beban cadangan jasa daftar rekonsiliasi 

fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti 

harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan jasa konsultan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf c UU Pajak 

Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil 

penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 441.00 

dan nomor 411.03 atas beban cadangan jasa konsultan sebesar Rp 255.000.000 

(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif. 

 

2. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk 

Natura dan Kenikmatan 

Tabel 4.7 

Penelitian Beban Pengobatan Cuma-Cuma 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

1 Beban Pengobatan Cuma-Cuma      84.812.371  

        

  Menurut Wajib Pajak :                            0     

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 

PPh : 
          84.812.371    

              84.812.371    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas beban pengobatan cuma-cuma rekonsiliasi 

fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti 

harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban pengobatan cuma-cuma kepada 

karyawan dan manfaat tambahan bagi karyawan pimpinan sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf e UU Pajak Penghasilan tentang 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 
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dalam bentuk natura dan kenikmatan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan 

pada akun laporan keuangan nomor 213.00 jumlah beban pengobatan cuma-cuma 

kepada karyawan pimpinan dan manfaat tambahan karyawan sebesar Rp 

84.812.371 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh 

puluh satu rupiah),  maka atas dasar peraturan perpajakan yang berlaku jumlah 

beban pengobatan cuma-cuma harus dilakukan koreksi fiskal positif. 

Tabel 4.8 

Penelitian Beban Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

2 Beban Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan       410.048.388  

        

  Menurut Wajib Pajak :                            0      

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 

PPh : 
        410.048.388    

            410.048.388    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 beban tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan 

rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi 

menurut peneliti harus Dilakukan koreksi fiskal positif atas beban tunjangan  PPh 

Pasal 21 Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf h 

UU Pajak Penghasilan tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Hasil 

penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 210.09 

sampai dengan nomor 441.01 atas beban tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 

410.048.388 (empat ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan 

puluh delapan rupiah) harus dikoreksi fiskal positif. Selain dasar aturan di atas, 
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dasar dilakukan koreksi fiskal positif karena dilakukan pengujian atas perhitungan 

PPh Pasal 21 perusahaan menggunkan sistem perhitungan dengan metode gross 

atau metode perhitungan penghasilan karyawan terpotong PPh Pasal 21, 

sedangkan diperoleh data beban PPh Pasal 21 pada laporan keuangan, maka 

sesuai aturan perpajakan apabila perusahaan membebankan PPh Pasal 21 pada 

laporan keuangan, maka secara fikal tunjangan tanggungan atas PPh Pasal 21 

harus menjadi harus tambahan penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 

(gross up). 

 
 

3. Koreksi Fiskal Positif Lainnya 

 

Tabel 4.9 

Penelitian Depresisasi Permanen 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

2 Koreksi Depresiasi Permanen   (250.224.793)  

        

  Menurut Wajib Pajak :          250.224.793    

  Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPh :                           0      

          (250.224.793)    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 di atas rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak dilakukan 

koreksi positif atas depresiasi permanen, akan tetapi menurut peneliti koreksi 

fiskal positif atas depresiasi permanen perusahaan sebesar Rp 250.224.793 (dua 

ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh 

tiga rupiah) seharusnya tidak ada. Berdasarkan penelitian atas laporan keuangan 

tidak ada bukti yang mendukung atas beban tersebut, disamping itu atas 

rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilampirkan rincian beban tersebut. Maka 



99 

 

 STIE Mandala Jember 

 

sesuai aturan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (2) Pajak Penghasilan tentang 

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Maka dalam penentuan 

koreksi fiskal atas atas penyusutan dengan cara menghitung selisih beban 

penyusutan secara komersial dan beban penyusutan secara fiskal yang akan 

dimasukan dalam koreksi fiskal postif maupun pada koreksi fiskal negatif. 

 

Tabel 4.10 

Penelitian Aktiva Memiliki Masa Manfaat 1 Tahun  

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih  

Koreksi 

(Rp) 

3 Aktiva memiliki masa manfaat 1 tahun     797.860.000 

      
 

  Menurut Wajib Pajak :                           0       

  Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPh :         797.860.000    

            797.860.000    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak 

atas beban pembelian aktiva yang nominal harga dibawah Rp 25.000.000 (dua 

puluh lima juta rupiah) dapat dibebankan dalam secara langsung dalam laporan 

laba rugi secara komersial, akan tetapi menurut peneliti pembelian aktiva tersebut 

tidak dapat dibebankan secara langsung pada laba rugi secara fiskal, maka 

dilakukan koreksi fiskal positif atas beban pembelian aktiva perusahaan yang 

memiliki masa manfaat 1 tahun harus melalui penyusutan, hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam dalam Pasal 9 ayat 2 Pajak Penghasilan tentang 
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pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Hasil penelitian atas buku 

besar perusahaan pada laporan keuangan akun nomor 414 jumlah beban 

pembelian aktiva sebesar Rp 797.860.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta 

delapan ratus enam puluh ribu rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif sesuai 

aturan perpajakan yang berlaku. 

 

Tabel 4.11 

Penelitian Beban Family Gathering Karyawan 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

4 Beban Family Gathering Karyawan     111.654.487 

        

  Menurut Wajib Pajak :                            0      

  Menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh :         111.654.487    

            111.654.487    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak atas beban family 

gathering karyawan tidak dilakukan koreksi fiskal positif, tetapi menurut peneliti 

atas beban family gathering karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang beban yang bukan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus dilalkukan koreksi 

fiskal positif. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun nomor 

428.09, 193.00.00, 420.00, dan 406.03, jumlah beban family gathering karyawan 

sebesar Rp 111.654.487 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu 
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empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

B. Koreksi Fiskal Negatif 

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termaksuk 

objek pajak 

 

Tabel 4.12 

Penelitian Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

1 Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan ( 425.479.701)  

        
  Menurut Wajib Pajak :          650.333.339    

  
Menurut Pasal 4 ayat (2) UU 

PPh : 
       224.853.638   

                      (425.479.701)    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

 
Berdasarkan Tabel 4.12 koreksi negatif menurut Wajib Pajak atas 

penghasilan sewa dan/atau bangunan sebesar Rp 650.333.339 (enam ratus lima 

puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), 

sedangakan menurut peneliti sebesar Rp 224.853.638 (dua ratus dua puluh empat 

juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). 

Maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal negatif penghasilan sewa tanah 

dan/atau bangunan sebesar Rp 425.479.701 (empat ratus dua puluh lima juta 

empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah) sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari 

transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan 



102 

 

 STIE Mandala Jember 

 

Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final. Hasil 

penelitian atas bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa tanah 

dan/bangunan yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 224.853.638 (dua ratus dua 

puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan 

rupiah) dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.13 

Daftar Bukti Potong PPh 4 Ayat 2 Atas Penghasilan  

Sewa Tanah dan/atau Bangunan 

 

No Lawan Transksi No.Bukti Potong 

Jumlah Bruto Nilai 

Sewa 

PPh Pasal 4 ayat 

(2) 

(Rp) (Rp) 

1 PT Rolas Nusantara Mandiri 00008/PPH4 21.818.182 2.181.818 

2 PT Rolas Nusantara Mandiri 00014/PPH4 43.636.364 4.363.636 

3 PT Rolas Nusantara Mandiri 00016/PPH4 43.636.364 4.363.636 

4 PT Rolas Nusantara Mandiri 00024/PPH4 43.636.364 4.363.636 

5 PT Rolas Nusantara Mandiri 00031/PPH4 43.636.364 4.363.636 

6 

PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk 

HD00411128000139-

2016 12.000.000 1.200.000 

7 

PT Bank Rakyar Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Jember 

NTPN: 

1508043050911204 16.500.000 1.650.000 

TOTAL 224.863.638 22.486.364 
 

Sumber : Data Diolah, 2021 

 
 

2. Selisih Penyusutan Komersial dibawah Penyusutan Fiskal 

 

Tabel 4.14 

Penelitian Selisih Penyusutan Komersial Dibawah Penyusutan Fiskal 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

 1 Selisih Penyusutan Komersial dibawah Penyusutan Fiskal (532.288.857)  

        

  Menurut Wajib Pajak :          769.137.296    

  Menurut Pasal 11 UU PPh :         236.848.439    

     (532.288.857)    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 
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Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menurut rekonsiliasi Wajib Pajak, koreksi 

fiskal negatif atas selisih penyusutan komersial dibawah penysuutan fiskal sebesar 

Rp 769.137.296 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh 

ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan menurut peneliti sebesar 

Rp 236.848.439 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh 

delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Maka dilakukan koreksi 

atas jumlah koreksi fiskal negatif selisih penyusutan komersial dibawah 

penyusutan fiskal perusahaan sebesar Rp 532.288.857 (lima ratus tiga puluh dua 

juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) 

sesuai Pasal 11 UU Pajak Penghasilan. Karena setelah dilakukan pengujian flow 

asset atas data aset tetap tahun 2018 ke 2019 tidak terjadi kesambungan yang 

konsisten, hal ini tidak mencerminkan pembukuan yang diatur dalam Pasal 28 

ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil 

pengujian flow asset dengan metode pengujian terbalik diperoleh hasil penyusutan 

fiskal menurut peneliti sebesar Rp 236.848.439 (dua ratus tiga puluh enam juta 

delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) 

dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 

Rincian Penyusutan Fiskal  

 

Perincian penyusutan fiskal 
 Jumlah  

(Rp) 

- Bangunan Perusahaan      1.777.480.598 

- Bangunan Rumah Dinas                           0 

- Kendaraan         371.994.034 

- Mesin dan Instalasi      1.214.750.026 

- Jembatan Saluran Air                           0 
- Alat Inventaris Kecil      1.472.045.422 

- Aktiva Lain-Lain             8.304.427 

- Aktiva sesuai Pasal 9 ayat 2 UU PPh           52.041.875 

Jumlah Penyusutan Fiskal      4.896.616.383 

Jumlah Penyuastan Komersial      4.659.767.944 

Total Koreksi Fiskal          236.848.439 

         Sumber : Data Diolah, 2021 

 

3. Koreksi Fiskal Negatif Lainnya 

 

Tabel 4.16 

Penelitian Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal  

pada Lapoaran Audit 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

1 Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal (4.771.475.284) 

  pada Laporan Audit     

        

  Menurut Wajib Pajak :        4.771.475.284    

  
Menurut Pasal 28 ayat (3)  

UU KUP : 
                           0      

                  (4.771.475.284)    
        

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.16 rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak atas koreksi fiskal 

negatif perbedaan penyusutan komersial dan fiskal pada laporan audit sebesar Rp 

4.771.475.284 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh 

puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang tertera pada 

penjelasan catatan atas laporan keuangan aduit angka 22 (dua puluh dua) halaman 

26 (dua puluh enam) yang diberi keterangan perbedaan penyusutan komersial dan 

- 

+ 
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fiskal menurut peneliti tidak benar dan tidak sesuai. Berdasarkan penelitian, angka 

tersebut tidak dapat dibuktikan sumber dan rinciannya. Disamping itu dilakukan 

koreksi karena tidak didapati keterangan yang memadai mengenai koreksi fiskal 

negatif tersebut di laporan audit. Dalam melakukan koreksi fiskal negatif atas 

perbedaan penyusutan komersial dan fiskal harus menganut sesuai ketentuan 

dalam Pasal 11 UU PPh. Apabila data tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran 

dam sumbernya maka tidak menaati asas konsistensi sesuai dalam Pasal 28 ayat 

(3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

Tabel 4.17 

Penelitian Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

3 Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus   1.264.366.749 

        

  Menurut Wajib Pajak :           692.588.594    

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf 

c UU PPh : 
      1.956.955.343    

          1.264.366.749    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.17 koreksi fiskal negatif atas realisasi pembayaran 

jasa produksi menurut Wajib Pajak sebesar Rp 692.588.594 (enam ratus sembilan 

puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh 

empat rupiah), sedangkan menurut peneliti sebesar Rp 1.956.955.343 (satu milyar 

sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus 

empat puluh tiga rupiah), maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal 

negatif realisasi pembayaran jasa produksi sebesar Rp 1.264.366.749 (satu milyar 

dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus 
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empat puluh sembilan rupiah). Dilakukan penelitian atas buku besar laporan 

keuangan pada akun nomor 193.00.02 jumlah pembayaran jasa produksi sebesar 

Rp 1.956.955.343 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus 

lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Realisasi pembayaran 

jasa produksi dilakukan koreksi negatif untuk menyesuaiakan atas beban 

cadangan imbalan jasa produksi. Karena sesuai aturan dalam Pasal 9 ayat (1) 

guruf c tentang pemupukan cadangan tidak diperkenankan sebagai beban dalam 

menentukan Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi yang diperkenankan sebagai 

biaya adalah realisasi pembayaran jasa produksi sebagai beban pada laba rugi 

fiskal. 

 

Tabel 4.18 

Penelitian Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja 

 

No. Pos – Pos yang Diteliti   

Jumlah Selisih 

Koreksi 

(Rp) 

4 Realisasi Pembayaran  Imbalan Paska Kerja (97.697.502) 

        

  Menurut Wajib Pajak :        2.186.144.974    

  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf 

c UU PPh: 
      2.088.447.472    

    (97.697.502)    

        

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, koreksi fiskal negatif atas realisasi 

pembayaran imbalan paska kerja menurut Wajib Pajak sebesar  2.186.144.974 

(dua milyar seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu 

sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan menurut  2.088.447.472 (dua 

milyar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus 

tujuh puluh dua rupiah). Maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal 
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negatif realisasi pembayaran imbalan paska kerja sebesar  97.697.502 (sembilan 

puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah). 

Dilakukan penelitian atas buku besar laporan keuangan pada akun nomor 080, 

151,181, 196, 213, 214 jumlah pembayaran imbalan paska kerja sebesar  

2.088.447.472  (dua milyar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh 

tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Realisasi pembayaran imbalan 

paska kerja dilakukan koreksi negatif untuk menyesuaiakan atas beban cadangan 

imbalan paska kerja. Karena sesuai aturan dalam Pasal 9 ayat (1) guruf c tentang 

pemupukan cadangan tidak diperkenankan sebagai beban dalam menentukan 

Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi yang diperkenankan sebagai biaya adalah 

realisasi pembayaran jasa produksi sebagai beban pada laba rugi fiskal. Adapun 

rekapitulasi pembayaran imbalan paska kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.19 

Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja Tahun 2018 

 
Program Jumlah 

 (Rp) 

Santunan Hari Tua       1.113.041.312  

Cuti Panjang          323.050.345  

Penghargaan Masa Pengabdian            70.947.966  

Prokespen                            0  

Dana Pensiun          221.128.256  

Masa Bebas Tugas          219.110.099  

Bantuan Kematian          141.169.494  

    

TOTAL      2.088.447.472  

  Sumber : Data Diolah, 2021 
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4.2.3 Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial 

PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 

Dasar untuk melihat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 adalah berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4.20 

Tabel Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal PT. Rolas Nusantara Medika 

berdasarkan Peraturan Perpajakan 
 
 

No Penghasilan dan Beban Laba Rugi 
Koreksi 

Fiskal 

Kesesuaian 

Rekonsiliasi 

Fiskal  

Dasar Aturan 

Perpajakan 

1 Jumlah Beban Cadangan Jasa Produksi Positif Tidak Sesuai 

Pasal 9 ayat (1) huruf c 

UU Pajak Penghasilan 

2 
Jumlah Beban Cadangan Imbalan Paska 
Kerja 

Positif Tidak Sesuai 

3 
Jumlah Beban Cadangan Tunjangan 
Hari Raya 

Positif Tidak Sesuai 

4 Jumlah Beban Cadangan Pakaian Kerja Positif Sesuai 

5 
Jumlah Beban Cadangan PLN, Tlp, 
PDAM, dan Lainnya 

Positif Tidak Sesuai 

Pasal 9 ayat (1) huruf c 
UU Pajak Penghasilan 

6 
Jumlah Beban Cadangan Pajak 

Pertambahan Nilai 
Positif Tidak Sesuai 

7 Jumlah Beban Cadangan Jasa Konsultan Positif Tidak Sesuai 

8 
Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa 
Produksi atau Bonus 

Negatif Tidak Sesuai 

9 
Jumlah Realisasi Pembayaran  Imbalan 
Paska Kerja 

Negatif Tidak Sesuai 

10 Jumlah Beban Pengobatan Cuma-Cuma Positif Tidak Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e 
UU Pajak Penghasilan 11 Jumlah Beban Tunjangan PPh Pasal 21 Positif Tidak Sesuai 

12 Jumlah Beban Iuran dan Sumbangan Positif Sesuai 

Pasal 9 ayat (1) huruf g 

UU Pajak Penghasilan 
dan  Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah No. 93 
Tahun 2010 

13 
Jumlah Beban POR dan MTQ (Olahraga 

dan Keagamaan) 
Positif Sesuai 

Pasal 6 ayat (1) huruf 
m, Pasal 9 ayat (1)  
huruf g UU Pajak 

Penghasilan, dan Pasal 
1 Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2010 

14 Jumlah Beban Paguyuban Positif Sesuai 
Pasal 6 ayat (1) UU 
Pajak Penghasilan  15 

Jumlah Beban family gathering 
karyawan  

Positif Tidak Sesuai 

16 Jumlah Depresiasi permanen Positif Tidak Sesuai 
Pasal 9 ayat (2), Pasal 
11 dan 11A UU Pajak 

Penghasilan 
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No Penghasilan dan Beban Laba Rugi 
Koreksi 

Fiskal 

Kesesuaian 

Rekonsiliasi 

Fiskal  

Dasar Aturan 

Perpajakan 

17 
Jumlah Beban pembelian aktiva 
perusahaan yang memiliki masa manfaat 
1 tahun 

Positif Tidak Sesuai 
Pasal 9 ayat (2), Pasal 
11 dan 11A UU Pajak 

Penghasilan 

18 
Jumlah Penghasilan sewa tanah dan/atau 
bangunan 

Negatif Tidak Sesuai 

Pasal 4 Ayat (2) huruf d 

UU Pajak Penghasilan 
dan Pasal 13 huruf a 
Peraturan Pemerintah 
No. 94 Tahun 2010 

19 Jumlah Penghasilan bunga atau jasa giro Negatif Tidak Sesuai 

Pasal 4 Ayat (2) huruf a 
UU Pajak Penghasilan 
dan Pasal 13 huruf a 

Peraturan Pemerintah 
No. 94 Tahun 2010  

20 
Jumlah Selisih penyusutan komersial 
dibawah penyusutan fiskal 

Negatif Tidak Sesuai 
Pasal 9 ayat (2), Pasal 
11 dan 11A UU Pajak 
Penghasilan dan Pasal 
28 ayat (3) Undang-
Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

21 
Jumlah Perbedaan Penyusutan 
Komersial dan Fiskal pada Laporan 
Audit 

Negatif Tidak Sesuai 

22 
Jumlah Peningkatan Revaluasi Properti 
Investasi 

Negatif Sesuai PMK 79/PMK.03/2008 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.20 kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau 

pemukan dana cadangan, sebagai berikut : 

a. Jumlah beban cadangan jasa produksi. 

b. Jumlah beban cadangan imbalan paska kerja. 

c. Jumkah beban cadangan Tunjangan Hari Raya (THR). 

d. Jumlah beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya. 

e. Jumlah beban cadangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

f. Jumlah beban cadangan jasa konsultan. 

g. Jumlah realisasi pembayaran jasa produksi atau bonus. 

h. Jumlah realisasi pembayaran imbalan paska kerja. 
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2. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau 

pemukan dana cadangan adalah jumlah beban cadangan pakaian kerja. 

3. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan tentang penggantian atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 

natura dan kenikmatan, sebagai berikut : 

a) Jumlah beban pengobatan cuma-Cuma. 

b) Jumlah beban tunjangan PPh Pasal 21. 

4. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sesuai berdasarkan Pasal 

9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan tentang harta yang dihibahkan, 

bantuan atau sumbangan, dan warisan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 

93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, 

sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, 

sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah beban iuran 

dan sumbangan. 

5. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan 

Pasal 6 ayat (1) huruf m UU Pajak Penghasilan tentang sumbangan dalam 

rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Pasal 9 ayat (1)  huruf g UU Pajak Penghasilan, harta yang 

dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan serta Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah N0. 60 Tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamanaan 
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yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah beban POR dan 

MTQ (olahraga dan keagamaan). 

6. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan 

Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang tentang beban yang bukan 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah jumlah 

beban paguyuban. 

7. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan 

Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang tentang beban yang bukan 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah jumlah 

beban family gathering karyawan. 

8. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai sesuai 

berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A UU Pajak Penghasilan 

sebagai berikut: 

a. Jumlah depresisasi permanen. 

b. Jumlah beban pembelian aktiva perusahaan yang memiliki masa manfaat 

1 (satu) tahun. 

c. Jumlah selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal. 

d. Jumlah perbedaan penyusutan komersial dan fiskal pada laporan audit. 

9. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan 

Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari 

transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan 

Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final 

adalah penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan. 
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10. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan 

Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari 

transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan 

Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final 

adalah penghasilan bunga atau jasa giro. 

11. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan 

PMK 79/PMK.03/2008 tentang Penilian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan 

untuk Tujuan Perpajakan adalah jumlah peningkatan revaluasi properti 

investasi. 

 

4.2.4 Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal PT. Rolas Nusantara Medika 

Tahun Pajak 2018 Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku 

Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal diukur menggunakan kertas kerja 

rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan jumlah 

pajak penghsilan badan, dengan membandingkan perhitungan menurut Wajib 

Pajak dan menurut peneliti berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Tingkat kesesuain berguna untuk melihat jumlah persentase kesesuaian 

rekonsiliasi fiskal terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Atas persentase 

tersebut akan dapat ditarik kesimpulan kesesuaian rekonsiliasi fiskal wajib pajak. 

Adapun perincian kertas kerja kesesuaian rekonsilasi fiskal bedasarkan aturan 

perpajakan yang berlaku dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini. 
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Tabel 4.21 

Tabel Penilaian Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan 

Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika 

 

No Uraian 

 Menurut WP/SPT  

 

(Rp) 

Menurut Peraturan 

Perpajakan 

(Rp) 

No 

Penilaian 
Kesesuaian 

1 
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL 

DALAM NEGERI 
        

  a. PEREDARAN USAHA          96.297.999.790           96.297.999.790  1 Sesuai 

  b. HARGA POKOK PENJUALAN          62.886.612.456           62.886.612.456  2 Sesuai 

  c. BIAYA USAHA LAINNYA          24.480.964.446           24.480.964.446  3 Sesuai 

  
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA  

(1a - 1b - 1c) 
           8.930.422.888             8.930.422.888  -    

  e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA          23.424.443.969           21.228.265.645  4 Tidak Sesuai 

  f. BIAYA DARI LUAR USAHA            3.068.063.471                871.885.148  5 Tidak Sesuai 

  
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR 

USAHA (1e - 1f) 
         20.356.380.498           20.356.380.497   -   

  h. JUMLAH (1d + 1g)  :          29.286.803.386           29.286.803.385   -   

2 
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR 

NEGERI 
                                0                                   0 6 Sesuai 

3 
JUMLAH PENGHASILAN NETO 

KOMERSIAL (1h + 2) 
         29.286.803.386           29.286.803.385   - 

 

            

4 
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh 

FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK 

OBJEK PAJAK (a+b) 

              959.551.625                534.071.924   -   

  a. Penghasilan bunga/jasa giro               309.218.286                309.218.286  7 Sesuai 

  b. Penghasilan sewa Final               650.333.339                224.853.638  8 Tidak Sesuai 

5 KOREKSI FISKAL POSITIF :         

  
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN  

    DANA CADANGAN 
        

     - Cadangan Jasa Produksi / Bonus            2.175.740.000             2.334.382.491  9 Tidak Sesuai 

     - Cadangan Imbalan Paska Kerja                                 0             2.218.074.164  10 Tidak Sesuai 

     - Cadangan Tunjangan Hari Raya (THR)                                 0             1.988.639.316  11 Tidak Sesuai 

     - Cadangan Pakaian Kerja                 87.687.500                  87.687.500  12 Sesuai 

     - Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya                                 0                129.093.584  13 Tidak Sesuai 

     - Cadangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)                                 0                 823.744.482  14 Tidak Sesuai 

     - Cadangan Jasa Konsultan                                 0                 255.000.000  15 Tidak Sesuai 

  
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN    

    PEKERJAAN ATAU JASA DALAM 
    

  

 - 

  

  
    BENTUK NATURA DAN   

    KENINKMATAN 
      

     - Beban Pengobatan Cuma-Cuma                                 0                  84.812.371  16 Tidak Sesuai 

     - Beban Tunjangan PPh Pasal 21                                 0                410.048.388  17 Tidak Sesuai 

     - Lain – Lain               182.724.066                                  0    18 Tidak Sesuai 

  
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN BANTUAN  

    ATAU SUMBANGAN 
     -   

     - Iuran dan Sumbangan                 72.017.847                  72.017.847  19 Sesuai 

     - Beban POR dan MTQ               118.952.903                118.952.903  21 Sesuai 
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No Uraian 

Menurut WP/SPT 

 

(Rp) 

Menurut Peraturan 

Perpajakan 

(Rp) 

No 

Penilaian 
Kesesuaian 

  
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF      

   LAINNYA 
     -   

     - Beban Paguyuban                   9.752.081                    9.752.081  22 Sesuai 

     - Koreksi Depresiasi Permanen               250.224.793                                  0  23 Tidak Sesuai 

  
   - Aktiva masa manfaat lebih satu tahun akun   

     414 
                                0               797.860.000  24 Tidak Sesuai 

     - Beban Family Gathering                                 0                111.654.487  25 Tidak Sesuai 

  
m. TOTAL KOREKSI POSITIF  

     (5b+5c+5e+5l) 
           2.897.099.190             9.330.065.127   -   

6 KOREKSI FISKAL NEGATIF :      -   

  
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI  

    BAWAH PENYUSUTAN FISKAL 
              769.137.296                236.848.439  26 Tidak Sesuai 

  
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF  

    LAINNYA 
     -   

     - Realisasi Pembayaran Jasa Produksi / Bonus               692.588.594             1.956.955.343  27 Tidak Sesuai 

     - Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja            2.186.144.974             2.088.447.472  28 Tidak Sesuai 

  
   - Koreksi Peningkatan Revaluasi Properti     

     Investasi 
         21.817.391.688           21.817.391.688  29 Sesuai 

     - Koreksi Fiskal Positif Lainnya            1.489.052.551                                  0    30 Tidak Sesuai 

  e. TOTAL KOREKSI NEGATIF (6a + 6d)          26.954.315.103           26.099.642.942   -   

7 
FASILITAS PENANAMAN MODAL 

BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN 

NETO : 

                              0                                0   31  Sesuai 

8 
PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m-6e-

7) 
           4.270.035.848           11.983.153.646   -   

  a. (ROUNDOWN)            4.270.035.000           11.983.153.000  32 Tidak Sesuai 

  b. PPh Badan Terutang (25%)            1.067.508.750             2.995.788.250  33 Tidak Sesuai 

  c. Kredit Pajak (PPh Pasal 25)            2.081.696.562             2.081.696.562  34 Sesuai 

  d. PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar (b-c)               ( 1.014.187.812)               914.091.688  35 Tidak Sesuai 

 
Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dijelaskan bahwa ada 35 (tiga puluh 

lima) komponen ang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat kesesuaian 

atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara 

Medika. Jumlah 35 (tiga puluh lima) ditentukan sebagai komponen penilaian 

karena mengacu dengan SPT Tahunan Badan yang merupakan bagian satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghitung PPh Badan perusahaan. 

Dalam mengukur tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial telah dijelaskan di atas, bahwa rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak 

akan di perbandingkan dengan rekonsiliasi fiskal menurut peraturan perpajakan. 
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Untuk menentukan jumlah tingkat kesesuaian rekonsiliasi fikal atas laporan 

komersial Wajib Pajak menggunakan rumus berikut ini: 

TKi  = 
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 × 100% 

Keterangan : 

TKi = Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal 

Xi = Skor (nilai) benar rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak  

Yi = Total keseluruhan komponen penilaian rekonsiliasi fiskal peneliti      

             berdasarkan acuan peraturan perpajakan 

Selanjutnya, dari hasil Tabel 4.27 di atas dapat diperoleh nilai tingkat 

kesesuaian atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial Wajib Pajak 

berikut ini : 

Tki = 
12

35
 x 100% 

Tki = 34%  

Hasil analisis tingkat kesesuaian pada tabel 4.26 di atas dapat diketahui 

bahwa nilai tingkat kesesuian rekonsilisi fiskal atas laporan komersial Wajib 

Pajak sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Nilai tersebut berdasarkan dari 

jumlah skor rekonsiliasi fikal menurut wajib pajak yang benar atau sesuai 

sejumlah 12 (dua belas) dengan dibagi jumlah keseluruhan komponen penilaian 

rekonsiliasi fiskal menurut peneliti dengan mengacu peraturan perpajakan yang 

berlaku yakni sejumlah 35 (tiga puluh lima) komponen penilaian. Maka atas nilai 

34% (tiga puluh empat persen) tersebut dapat di ambil kesimpulan berdasarkan 

Tabel 3.2 kriteria penilaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial 
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PT. Rolas Nusantara Medika dengan kategori kurang sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

4.3 Interestasi 

Interestasi merupakan bagian yang berisi pernyataan yang 

menghubungkan antara temuan-temuan dari analisis hasil penelitian dengan teori 

tang telah dikemukakan (Dimyati dkk,  2015). Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah diuraikan di atas terkait hasil rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial PT. Rolas Nusantara Medika masih banyak pos-pos yang seharusnya 

dilakukan koreksi fiskal positif. Pos-Pos yang masih harus dilakukan koreksi 

positif didominasi oleh beban pemupukan cadangan, disamping itu juga beban-

beban tidak perkenankan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak 

Penghasilan seperti penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk 

natura dan kenikmatan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, beban 

yang tidak ada kaitannya dengan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan. Disamping itu pada koreksi fiskal negatif perusahaan 

masih terdapat kesalahan seperti jumlah selisih penyusutan  komersial dibawah 

penyusutan fiskal dan penyesuian fiskal negatif lainnya, serta penghasilan yang 

pajaknya bersifat final atau telah dipotong PPh 4 ayat 2. Artinya beban-beban dan 

penghasilan yang menjadi koreksi fiskal tersebut terdapat kesamaan dengan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab kajian teori. 

Penelitian Wijaya dan Widjaja (2019) menyatakan hasil yang sama, bahwa 

laporan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku, yakni atas beban dan penghasilan seperti 
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imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang tidak dapat dibebankan, 

selisih penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, serta penghasilan-penghasilan 

yang pajaknya dikenakan pajak penghasilan final. Hasil penelitian Zovira dan 

Widjaja (2019) juga menyatakan hal yang sama. Disebutkan bahwa rekonsiliasi 

fiskal perusahaan masih belum mengkoreksi positif atas biaya iuran dan 

sumbangan, serta biaya entertaiment yang bukan bagian dari biaya berkaitan 

dengan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Dilain sisi juga disebutkan bahwa masih belum sesuainya perhitungan penyusutan 

fiskal atas aktiva sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. 

Penelitian Kumalawati (2018) juga memiliki kesamaan dengan hasil 

peneliti, beberapa rekonsiliasi fiskal yang belum sesuai terjadi karena perusahaan 

belum sesuai dalam menghitung perbedaan penyusutan komersial dan fiskal 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping itu atas beban 

cadangan atau pemupukan cadangan perusahaan juga belum melakukan koreksi 

fiskal positif.  

Menelisik tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. 

Rolas Nusantara Medika terdapat beberapa angka-angka koreksi fiskal, baik 

koreksi fiskal positif maupun negatif yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan 

sumber rincian yang menjadi dasar koreksi fiskal, tentu ini menyalahi peraturan 

perpajakan yang berlaku. Ketika angka-angka rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan fiskal tidak dapat dibuktikan kebenaran sumbernya, maka hal ini sangat 

jelas menyalahi dan bertentangan tentang asas konsistensi dalam sebuah laporan 

keuangan dan perpajakan.  
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap persentase tingkat kesesuaian 

rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan hanya sebesar 

34% (tiga puluh empat persen). Jika melihat kategori kriteria tingkat kesesuaian 

yang dijelaskan pada hasil penelitian, rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara 

Medika kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas kurang 

sesuainya rekonsiliasi fiskal, maka hasil tersebut memiliki kesamaan dengan hasil 

kesimpulan dari penelitian Wijaya dan Widjaja (2019), Zovira dan Widjaja (2019), 

Nuary dan Sukendar (2018), Kumalawati (2018) Edy (2016), Sondakh (2015) 

bahwa kesesuaian rekonsiliasi fiskal perusahaan ditinjau dari peraturan perpajakan 

yang berlaku masih banyak yang belum sesuai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap data, 

bukti, dokumen yang ada serta proses rekonsiliasi fiskal yang peneliti lakukan, 

maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial dengan menuangkan koreksi fiskal atas pos-pos pada laporan 

keuangan kedalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018. 

2. Masih terdapat pos-pos pada laporan keuangan komersial yang masih belum 

dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Disamping itu terdapat koreksi 

fiskal Wajib Pajak berdasarkan penelitian peneliti tidak dapat dibuktikan 

kebenaran dan sumbernya atau rincian yang mendukung atas koreksi fiskal.  

3. Kesesuaian atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial 

perusahaan terhadap peraturan perpajakan masih banyak yang tidak sesuai. 

4. Persentase tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial perusahaan menunjukan angka 34% (tiga puluh empat persen) yang 

artinya kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

 

 

 
 



120 
 

 STIE Mandala Jember 

 

5.2 Implikasi 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Tentu ini akan berdampak pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dampak secara langsung yang dapat dirasakan atas ketidaksesuaian 

rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial adalah perhitungan PPh Badan 

menunjukan lebih bayar yang konsekuensinya adalah pemeriksaan pajak badan. 

Dimana pemeriksaan pajak badan akan memeriksa semua objek pajak yang ada 

diperusahaan, karena PPh Badan merupakan muara dari seluruh objek-objek 

pajak.  Apabila ditemukan ketidakbenaran laporan pajak dan laporan keuangan 

perusahaan hal ini akan berdampak pada cash flow perusahaan. Dampak tidak 

langsung perusahaan akan menjadi Wajib Pajak dengan kriteria resiko tinggi, 

karena sudah pernah dilakukan pemeriksaan pajak, hal ini akan berisiko potensi 

pemeriksaa pajak kembali pada tahun pajak sebelumnya dan sesudahnya, karena 

sudah ada indikasi ketidakbenaran laporan perpajakan. Mengacu hal tersebut 

manajemen harus segera mengevaluasi kembali tata kelola perpajakan dan 

akuntansi dengan memperhatikan aturan perpajakan guna memberikan dan 

menyajikan laporan perpajakan yang akuntabel. 
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2. Bagi Fiskus (Petugas Pajak) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi fiskus khususnya 

Account Representative  ataupun Fungsional Pemeriksa untuk lebih mendalami 

proses bisnis Wajib Pajak dari hulu sampai hilir khususnya industri kesehatan 

untuk melihat potensi pajak yang belum diketahui. Disamping itu terkait 

bagimana rekonsiliasi fiskal perusahaan masih jauh dari peraturan perpajakan 

yang berlaku, fiskus harus secara komprehensif menelaah kembali laporan 

keuangan dan SPT Tahunan Badan yang disampaikan Wajib Pajak untuk melihat 

kebenaran, jika diperlukan dilakukan intensifikasi data perpajakan khususnya 

untuk menguji kebenaran SPT Tahunan Badan. 

 
5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan  serta implikasi 

yang sudah uraikan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan dan 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak sebaiknya membuat tata kelola dan perencanaan perpajakan yang 

baik dengan memperhatikan peraturan perpajakan perpajakan  yang berlaku, 

serta memetakan secara komprehensif pos-pos dalam laporan keuangan, baik 

penghasilan dan beban dengan benar dan sesuai tempatnya dengan 

memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku agar dalam merekonsiliasi 

fiskal petugas pajak perusahaan mampu melihat pos-pos mana saja yang 

seharusnya dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan. Di samping 

itu Wajib Pajak menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu 

menguasai perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana di atur di 
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di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 229 Tahun 2014 tentang 

syarat menjadi kuasa Wajib Pajak.  

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan 

menggunakan data 2 (dua) atau lebih tahun pajak dalam penelitian dan 

mengkomparasikan metode penelitian kulitatif dan kuantitatif dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah dalam metode penelitian. Sehingga akan 

menghasilkan dan menyajikan sebuah penelitian yang menarik dari sudut 

pandang hasil penelitian. 
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